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ABSTRAK

Nama : Muhammad Farhan

Nim : 180106085

Falkutas/Prodi : Syariah dan Hukum/lImu Hukum

Judul Skripsi - Visum et Repertum Pada Kasus Penganiayaan Ditinjau

Menurut Teori Pembuktian Hukum Pidana (Studi Putusan
Nomor. 321/Pid.B/2019/PN.Bna).
Tanggal Sidang  : Rabu, 12 April 2023

Tebal Skripsi : 105 Halaman

Pembimbing | : Dr. Jur Chairul Fahmi, M.A

Pembimbing Il : Riza Afrian Mustakim, S.H.l., M.H

Kata Kunci . Visum et Repertum, Teori Pembuktian, Teori Pertimbangan
Hakim

Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang
Dokter atas permintaan resmi Penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap
tubuh manusia baik hidup dan mati ataupun pada bagian dari tubuh manusia
yang berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk
kepentingan peradilan.Dasar hukum Visum et Repertum Pasal 133,179,186,187
KUHAP dan Stb nomor 350 tahun 1937. Fokus utama pembahasan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian Visum et Repertum dalam
putusan pada kasus penganiayaan dan analisis yuridis atas Visum et Repertum
pada putusan terhadap kasus penganiyaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu
melalui pendekatan yuridis normativ dan bersumber dari 2 (dua) bahan hukum.
Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa,Visum et Repertum dalam
pembuktian pidana yang menyangkut dengan tubuh manusia ialah merupakan
sebagai alat bukti pendukung ataupun pengganti dari barang butkti (Corpus
Delicti). Kemudian Penerapan Visum et Repertum dalam pembuktian perkara
penganiayaan sangat besar peranannya dalam membantu hakim untuk menilai
suatu perkara pererbuatan perkara tindak pidana penganiayaan dan
menjadikannya sebagai alat buti yang sangat vital dan dapat membantu
terangnya suatu perkara juga menjadi suatu dasar dari pertimbangan hukum
dalam menjatukan putusan.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Na | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab | ma | Latin Arab Latin
\ Altf | tidak tidak L ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik di
bawah)
- Ba’ B Be L za 7 zet
(dengan
titik di
bawah)
< Ta’ T e o ‘ain ‘ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan | ¢ Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J je — Fa’ F Ef
z Ha’ h ha 3 Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)
c Kha’ kh ka dan ha < Kaf K Ka
2 Dal D De J Lam L El
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A Zal Z zet a Mim M Em
(dengan
titik di
atas)
J Ra’ R Er U Niun N En
) Zali Z Zet ) Wau W We
o Stn S Es ° Ha H Ha
o Syin sy es danye 3 Hamz ‘ Apostrof
ah
o= Sad S es (dengan T Ya’ Y Ye
titik di
bawah)
o= Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I '

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:




Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
... fathah dan ya’ Ai adani
5., fathah dan wau Au adanu
Contoh:

& -kataba
dd; -fa‘ala
82 Zukira
CaYy  -yazhabu
L -sulila
<l -kaifa
Js»»  -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
.. fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’
(s kasrah dan ya’ T I dan garis di atas
3 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
J& " -gala
&) -rama
J8  -gila
358 -yagilu

4. Ta’ marbutah

Transliterasi untuk ta ‘marbitah ada dua:

1. Ta’ marbitah hidup
ta’ marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbitah mati




3.

ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

BIEAY-FRE -raud ah al-atfal

-raud atul atfal

55 5al gl -al-Madimah al-Munawwarah

. -AL-Madinatul-Munawwarah
aall -talhah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:
[Eeig) -rabbana
J3 -nazzala
54 -al-birr
&l -al-hajj
axd -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu ( J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti

huruf gamariyyah.

1)

2)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang
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ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
Jaol -ar-rajulu
Sl -as-sayyidatu
Gl -asy-syamsu
Alall -al-galamu
&l -al-badi ‘u
Joal -al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata.Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
O3 G -ta’ khuziina
& 3l -an-nau’
B~ ~syai’un
) -inna
&3l -umirtu
&Kl -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:
G150 A 5 il 5 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
&) el 5L 3838 -Fa auf al-kaila wa al-mizan

-Fa auful-kaila wal- mizan
JUAN 2a15) -Thrahim al-Khalil
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-Ibrahimul-Khalil

L L Haslal an 4l ol -Bismillahi majrahda wa mursah
il G W e i -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man istata‘a
ilahi sabila
St 43l & Ul (42 -Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistata ‘a ilaihi
sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

VRN KPECRY -Wa ma Muhammadun illa rasul
o Bl e 5ty (sl () -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
485 LA 4%y el lallazi bibakkata mubarakkan

Gisall 4 O3 o3 Glimas e -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Our 'anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila frhil qur’anu
cindl) 58y U ol 28l -Wa lagad ra’ahu bil-ufug al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-
mubini
Gl ) S5 b 353 -Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamm
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

Cd B 285 dll (e ial -Nasrun minallahi wa fathun garib
[EXPERPN P! -Lillahi alamru jami ‘an
Lillahil-amru jami ‘an
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sle oo 08 dg -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat Dokter atas
permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap
seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia,
berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan
peradilan. Yang dimana Visum et Repertum memuat keterangan atau pendapat
Dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam
bagian kesimpulan. Dengan demikian Visum et Repertum secara utuh telah
menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan Visum et
Repertum, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang,
dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara
pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.

Pada awal pembuatan keterangan Visum et Repertum adalah Visa Reperta
Ordonantic pada tanggal 22, Mei 1937, 1937-350 setelah dicabutnya
pemberlakuan ordonansi S.92-106 jo 22-198 tertulis Pasal 1 Visa Reperta
seorang Dokter yang dibuat baik atas jabatannya yang diucapkannya pada waktu
menyelesaikan penyelenggaraannya di Indonesia, maupun atas sumpah istimewa
seperti tercantum dalam Pasal 2 mempunyai kekuatan bukti legal dalam perkara-
perkara pidana selama Visa Reperta tersebut memuat keterangan terkait hal-hal

yang dilihat dan ditentukan oleh Dokter pada benda dalam pemeriksaan.?

!Andrian Rios Putra Simanjuntak, “Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap
Tindaak Pidana Pengniyaan”, (Skripsi), Medan: Falkutas Hukum, Univesistas Sumatra Utara
2021, him. 45.

2Setyo Trisnadi, “Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada
Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang”,
Jurnal Sains Medika, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2013, him. 126.
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Pasal 2 ayat (1) meyebutkan bahwa bagi para Dokter yang belum
menucapkan sumpah jabatan sebagai yang tersebut dalam Pasal 1 maka dapat
mengucapkan sumpah seperti berikut:

“Saya bersumpah selaku sebagai Dokter bahwa saya akan membuat
pernyataan atau keterangan tertulis yang dibutuhkan untuk bagai
kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan
saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
melimpahkan kekuatan lahir dan batin.”

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) tentang sumpah pada ayat (1) di atas
yang diminta kepada para Dokter yang berdomisili di Jawa dan Madura akan
dilakukan oleh Kepala Daerah setempat. Selanjutnya hasil dari penyumpahan
tersebut diproses verbal rangkap tiga, yaitu satu lembar untuk yang
bersangkutan (tersumpah), satu lembar diserahkan kepada Kepala Dinas
Kesehatan dan sisa satu lembarnya disimpan di kantor pejabat menyumpahnya
untuk arsip.

Berdasarkan Pasal 120, 133, dan 179 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) selaku dasar hukum Visum et Repertum dikatan bahwa
Dokter dilindungi oleh ancaman membuka rahasia meskipun jabatan Visum et
Repertum dibuka dan dibuat tanpa seizin pasien, asalkan ada permintaan dari
penyidik dan digunakan untuk kepentingan peradilan. Visum et Repertum
terdapat dalam KUHAP Pasal 120, 133 dan 179. Peraturan Menteri Kesehatan
No. 77 tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk
kepentingan penegakan hukum Pasal 1 dan Pasal 2 dan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf g
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120 KUHAP menyebutkan:

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat memminta pendapat
orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus.

3Michael Barama, “Kedudukan Visum et Repertum dalam Hukum Pembuktian”
(Skripsi), Manado: Falkutas Hukum , Universitas Sam Ratulangi, 2011, him.14.



(2) Ahli tersebut harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di
muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut
pengetahuanya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena
harkat serta martabat,pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan
menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangna
yang minta.”

Kemudian Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

(1)Dalam hal penyidik untuk kepentingan pengadilan mengenai
seorangkorban, baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena
peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan
permintaan keterangan ahli kepada ahli Dokter kehakiman atau
Dokter dan ahli lainya.

(2) Permintaan keterngna ahli sebagaimana yanga dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan secara
tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau
pemeriksaan bedah mayat.

(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau Dokter
pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh
penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat
identitas mayat,dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu
jari kaki atau bagaianbadan mayat lain.

Kemudian Pasal 179 KUHAP menyebutkan:

(1)orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran  kehakiman
atau Dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi
keadilan.

(2)Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi
mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa
mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan
yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan
dalam bidang keahliannya.

Kemudian Pasal 1 Permenkes Nomor. 77 Tahun 2015 menyebutkan:

(1)Pemeriksaan Kesehatan Jiwa merupakan upaya Kkegiatan dari
pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan demi menilai kondisi
kesehatan jiwa seseorang.

(2)Visum et Repertum Psikiatrikum yang selanjutnya disebut VeRP
adalah keterangan Dokter spesialis kejiwaan yang dimuat dalam surat
sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas
pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

(3)Terperiksa adalah seseorang yang menjalani pemeriksaan kesehatan
jiwa untuk kepentingan penegakan hukum.



Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa acuan dalam pemeriksaan
kesehatan jiwa memiliki kepentingan untuk penegakan hukum yang bertujuan
memberikan landasan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan
dalam penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan
penegakan hukum. Kemudian Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang
Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan
bahwa diperlukannya mendatangkan seorang ahli kesehatan jiwa demi
pemeriksaan perkara.

Berdasarkan alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat
(1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah adalah (1) keterangan saksi; (2)
keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa. maka
keterangan Visum et Repertum harus di buat berdasarkan ketetrangan Dokter
kehakiman atau ahli forensik yang telah membuat dan menandatangani Visum et
Repertum yang dilengkapkan dan terdapat dalam berkas perkara.

Suatu alat bukti keterangan ahli dalam hubugannya dengan aturan
pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti sah menurut Pasal
184 ayat (1) KUHAP adalah mengikat, tetapi dalam praktek, nilai atau
penghargaan dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, disertai
alasan dan pertimbangan dalam putusannya. Seperti halnya pada alat-alat bukti
yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka asas
atau sistem hukum pembuktian dalam acara pidana kita, adalah seperti yang
telah dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana ketentuan tersebut
dimaksudakan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian
hukum bagi seorang®.

Visum et Repertum hanya termasuk dari satu diantara 5 alat bukti yang
sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai alat bukti surat, akan

tetapi Visum et Repertum itu apabila kita hubungkan dengan Pasal 1 dari Stb.

4Joko Prakoso, “Alat Bukti dan Kekuatan Pemebuktian dalam Proses Pidana”,
(Yogyakarta: Liberti, 1988), him. 36.



1937 Nomor. 350 dapat juga dianggap sebagai “keterangan ahli” yang juga
merupakan salah satu alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Kedudukan Visum et Repertum dalam hukum pembuktian dalam proses
acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud
Pasal 184 ayat (1) huruf c jo pasal 187 huruf ¢ KUHAP dengan keterangan ahli
sesuai maksud Pasal 1 angka 28 KUHAP jo Stb 1937-350 jo Pasal 184 ayat (1)
huruf b KUHAP®,

Salah satu Teori dalam pembuktian ini adalah: Pembuktian berdasarkan
undang-undang secara negatif (negatief wettellijk bewijs theotrie). Teori ini
merupakan suatu percampuran antara pembuktian conviction raisonnee dengan
sistem pembuktian menurut undang-udanng secara positif (positive wetteljik
bewijs theorie). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang
terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan
alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. hukum acara pidana di
Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara
negatif (negatief wettellijk bewijs theotrie) dengan didasarkan pada Pasal 183
KUHAP yang menyatakan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya. Bahwa dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut
dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap
terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (teori positive wetteljik bewijs
theorie) dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya
(teori conviction raisonnee). Jadi terdapat penggabungan teori positive wetteljik

bewijstheorie dan teori conviction raisonnee, sehingga dapat dikatakan KUHAP

SMichael Barama, “Kedudukan Visum et Repertum...,him. 24,



menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif
(negatief wettellijk bewijs theotrie).b.

Dalam hal ini sungguh bertolak belakang dengan kesimpulan yang ada,
sebagaimana tertulis dalam Putusan Nomor 321/pid.B/2019/PN Bna. Hakim
berkesimpulan dari keterangan yang diberikan oleh saksi, korban dan terdakwa
serta pemeriksaan dari hasil Visum et Repertum yang di keluarkan pihak
Kesehatan Daerah Militer (KESDAM) Iskandar Muda Banda Aceh dengan
Nomor: VER/24/2019 maka dalam hal ini - hakim berkeyakinan bahwa unsur
dari pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi dan dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal.

Berdasarkan atas perbuatan terdakwa dan ketengan dari saksi korban
serta hasil dari keterangan Visum et Repertum. Hakim menimbang berdasarkan
dakwaan tunggal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Mejelis Hakim
berpendirian Tindak Pidana yang di lakukan terdakwa harulah di pidana dengan
tujuan pemidanaan terebut untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar
terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan sikap ,tingkah laku yang dilakukan
terdakwa menjai lebih baik di kemudian hari.

Majelis Hakim melalui pertimbangannya dalam menjatuhi hukuman
terhadap terdakwa dengan melihat keadaan pemberat dan keadaan peringan serta
kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima)
bulan atas perbuatan terdakwa yang sebelumnya telah dibuktikan dalam
persidangan, maka apa yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana
penganiayaan sebagaimana termuat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

SMunir Fuady, “Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata”, (Bandung: Citra
Aditya, 2006), him. 56.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penelitian ini dapat
dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembuktian Visum Et Repertum dalam putusan Nomor
321/Pid.B/2019/PN.Bna

2. Bagaimana analisis yuridis Atas Visum Et Repertum studi putusan
Nomor 321/Pid.B/2019/PN.Bna

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang dapat menjadi tujuan dalam penulisan penelitian skripsi ini
antara lain
1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian Visum dalam putusan Nomor
321/pid .B/2019/PN Bna.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis yuridis terhadap Visum et
Repertum yang ada pada putusan Nomor 321/pid.B/2019/PN Bna pada
kasus penganiayaan.
D. Penjelasan Istilah

Sebelum lebih dalam lagi terlebih dahulu penulis memberi penjelasan
mengenai istilah-istilah yang muncul dalam penulisan ini, memang karna
diperlukan dalam memudahkan pembaca dalam memahami makna dari istilah-
istilah yang muncul dalam penulisan ini. Maka sesuai dengan judul proposal
skripsi ini istilah-istilah yang akan dijelaskan antara lain:

1. Visum et Repertum

Visum et Repertum merupakan terminologi yang dikenal dalam limu

Kedokteran Forensik. Arti kata “Visum” sendiri berasal dari bahasa latin,

dalam bentuk tunggal “visa”. Secara etimologi “visum” bermakna tanda

melihat, penandatanganan atas barang bukti tentang segala hal yang di

temukan, disetujui dan disahkan. Sedangkan “Repertum” bermakna

melapor, artinya apa yang telah didapat dari hasil pemeriksaan Dokter
terhadap korban. Pasal 184 KUHAP Menjelaskan bahwa Visum et



Repertum ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu
perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

Visum et repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik,
mengenai disiplin ilmu ini dimana sebelumnya dikenal dengan Ilimu
Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Iimu
Kedokteran Kehakiman atau lImu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang
menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan
baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan
serta kewajiban limu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian,
kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang
hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.’

2. Pembuktian Hukum Pidana

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti
memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran,
melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan pembuktian
merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan
berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi
dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat
memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan
keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang
berperkara.

Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk
meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang
dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sudikno Mertokusumo memiliki
pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks

pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada

220.

"Abdul Mun’im Idris, “Kedokteran Forensik”, (Bandung: Binarupa Aksara 2007), him.



hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian
tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut®
3. Kasus Penganiayaan

Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan
atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.
Adapun pengertian dari penganiayaan adalah suatu perbuatan sewenang-

wenang terhadap tubuh orang lain.

E. Kajian Pustaka.

Sub bahasan ini dijelaskan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana
tulisan-tulisan terdahulu relevan dengan penelitian ini, kemudian untuk
mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi
substansi objek penelitian. Sejauh amatan dan temuan penelitian-penelitian
terdahulu, belum ada kajian yang difokuskan pada Visum et Repertum pada
kasus penganiayaan ditinjau menurut teori pembuktian hukum pidana: Studi
Putusan No 321 /Pid.B/2019/PN.Bna. Namun demikian, terdapat beberapa
tulisan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Artikel Michael Barama SH.MH. Dosen Falkutas hukum Univesitas Sam
Ratulangi Manado Pada Tahun 2011 dengan judul: “Kedudukan Visum
et Repertum dalam hukum pembuktian”.menunjukan bagaimana
kedudukan Visum et Repertum dalam proses perkara pidana baik dari
penyidik ,penuntutan sampai proses peridangan di pengadilan dan
keterkaitan Visum et Repertum dengan alat bukti surat dan keterangan
ahli.Dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mana vium et
repertum merupakan alat bukti yang sah apabila terdapat dalam berkas
perkara .dan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan

8https://www.idnhukum.online/2021/03/sistem-dan-teori-pembuktian-pidana-di.html,
diakses pada tanggal 29, Maret 2022.



https://www.idnhukum.online/2021/03/sistem-dan-teori-pembuktian-pidana-di.html,%20diakses
https://www.idnhukum.online/2021/03/sistem-dan-teori-pembuktian-pidana-di.html,%20diakses
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putusan.dan Visum et Repertum juga betkaitan dengan alat bukti surat
dan keterangan ahli sebaimana diatur dalam Pasal 184 Pasal 1 KUHAP.®

2. Skripsi Indra Iriawan Mahasiwa prodi llmu Hukum ,falkutas hukum
Universitas Islam Bandung Pada Tahun.2015 dengan judul: “Peranan
Visum et Repertum dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan
fisik ditinjau dari perspektif hukum acara pidana”:Hasil penelitian
Menunjukkan bagaimana peranan Visum et Repertum dalam
pengungkapan suatu kasus tindak pidana penganiayaan dan keukuatan
Visum et Repertum sebagai alat bukti di tinjau dari perspektif hukum
acara pidana Indonesia.dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan
fisik yang mana hasil Visum et Repertum tersebut sangat berperan
penting dalam pengungkapn tindak pidana penganiayaan untuk
mengunkap adanya luka pada tubuh korban dari tindak pidana
penganiayaan yang di lakukan oleh pelaku guna untuk memenuhi
kebenaran materil dan kekuatan alat bukti dari Visum et Repertum
sebagal alat bukti yang menunjang pembuktiannnya sebagaimana yang
di atur dalam Pasal 184 KUHP yang mana Visum et Repertum memiliki
posisi yang sangat penting bahkan menjadi penentu dalam menentukan
kejahatan terdakwa.*

3. Skripsi Andrian Rios putra Simanjuntak Mahasiswa Prodi lImu Hukum
Falkutas Hukum Universitas Sumatra Utara pada Tahun 2021 dengan
judul “Peranan Visum et Repertum dalam mengungkap tindak pidana
penganiayaan” Hasil penelitian ini menunjukkan Visum et Repertum
dalam menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan No.
80/Pid.B/2015/PT.Mdn dengan peranan Visum et Repertum sebagai bukti

®Michael Barama, “Kedudukan Visum et Repertum..., hlm 14.

Oindra Iriawan, “Peranan Visum et Repertum dalam Pengungkapan Tindak Pidana
Penganiayaan Fisik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana”, (Skiripsi), Falkutas
Hukum, Universitas Islam Bandung, 2015, him. 12.
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pidana secara tertulis dalam proses peradilan. Menurut pendapat Tjan
Han Tjong, Visum et Repertum merupakan suatu hal yang penting dalam
pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti (tanda
bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut
perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia,
maka tubuh si korban merupakan corpus delicti sehingga peranan Visum
et Repertum yang sangat penting demi memberi petunjuk untuk langkah
penyidik dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Penganiayaan. Hasil
pemeriksaan Visum et Repertum yang ditemukan dan juga kemampuan
serta keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil
Visum et Repertum, menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan
kebenaran materil pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana
penganiayaan.dan dari hasil penelitian dari Andrian rios putra
simanjuntak ini menunjuk kan bahwa hasil Visum et Repertum sangatlah
penting dalam proses peradilan guna untuk meperoleh kebenaran materil
untuk hakim dalam pertimbangan hukum nya.*t

. Skripsi- Sri Nurfadillah DH Pasha Mahasiswa Prodi lImu Hukum,
Falkutas Hukum, Universita Hasanudin Makasar Tahun 2018. Dengan
judul . Peranan Visum et Repertum terhadap tindak pidana penganiayaan
berat studi putusan No 2107 /Pid.B/2016/PN/MKS.Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa Visum et Repertum adalah suatu laporan yang di buat
oleh Dokter ahli yang telah di sumpah yang dapat di jadikan sebagai alat
bukti yang sah berupa surat ataupun keterangan ahli apabila Dokter yang
membuat keterangan Visum et Repertum tersebut di panggil ke muka
pengadilan untuk menjelaskan tentang fakta-fakta yang telah di di
temukan dan Visum et Repertum sebagai alat bukti yang cukup
membantu jaksa dalam menentukan arah tuntutannya.Adapun tujuan dari

penelitian ini untuk mengetahui persyaratan Visum et Repertum agar

1 Andrian Rios Putra Simanjuntak, “Peranan Visum et Repertum..., him. 45,
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dapatmenjadi alat bukti yang sah dan kekuatan Visum et Repertum
sebagai alat bukti dalam pembuktian terhadap kasus penganiayaan berat
dalam putusan No 2107 /Pid.B/2016/PN.MAKASAR.!?

5. Tessis Bangkit Mahanantiyo,S.H. Mahasiswa Program Magister limu
Hukum Universitas Diponegoro Semarang.Tahun 2017 .Dengan Judul
Tinjauan yuridis peranan Visum et Repertum yang tidal sesuai dengan
kenyataan alat bukti dalam penjatuhan putusan oleh majelis hakim
pengadilan negeri Kendal.studi putusan no :5 /Pid.sus/ 2017/PN.KDL
Hasil peneliatian ini menunjukkan bagaimana tinjauan yuridis terhadap
peranan Visum et Repertum yang di kesampingkan sebagai alat bukti
dalam penjatuhan putusan oleh majelis hakim pengadilan negeri.Dan
mengapa Visum et Repertum di kesampingkan sebagai alat bukti pada
putusan pengadilan negeri Kendal nomor 5:/Pid.sus/2017/PN.KDL.13
Dari ketiga judul karya tulis para penulis tersebut, baik dari tujuan

penelitiannya dan kesimpulannya tidak satupun ada yang sama dengan yang
akan penulis angkat dalam tugas usulan penelitian ini maupun mengenai
judulnya. Penelitian Penulis lebih memfokuskan kepada Analisi Yuridis
Terhadaap Visum et Repertum Pada Kasus Penganiayaan Ditinjau Menurut
Teori Pembuktian Hukum Pidana (putusan nomor 321/pid.B/2019/PN Bna)
tersebut dengan kata lain penulis meneliti mengenai Analis yuridis Visum et
Repertum ditinjau dari teori pembuktian pidana pada kasus penganiayaan
dengan berpedoman kepada KUHP,dan teori pembuktian dalam hukum pidana.
Dengan demikian dapat menunjukkan originalitas penelitian Penulis dan teori-

teori pembuktian dalam hukum pidana

12Sri Nurfadillah DH Pasha, “Peranan Visum et Repertum Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Berat Studi Putusan No. 2107/Pid.B/2016/PN/MKS. (Skripsi), Makassar:
Falkutas Hukum, Universitas Hasanudin, 2018, him. 9.

3Bangkit Mahanantiyo, “Tinjauan Yuridis Peranan Visum et Repertum yang Tidak
Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kendal”, Semarang: Falkutas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang,
2017, him. 10.
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Perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu, yaitu terletak pada
Analisis yuridis terhadap alat bukti Visum et Repertum pada kasus penganiayaan
dalam upaya untuk membuktikan adanya tindak pidana ditinjau dari teori
pembuktian hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus
perkara tindak pidana penganiaayaan berdasarkan keterang alat bukti hasil dari
Visum et Repertum oleh sebab itu, hasil yang ingin diperoleh juga memberikan
perbedaan secara mendasar baik itu dalam objek kajiannya maupun subtansinya

yang akan ditulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan
pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah
dalam kehidupan manusia.}* Sedangkan penelitian merupakan suatu proses,
yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis
untuk memperoleh pemecahan masalah, jawaban terhadap pertanyaan tertentu.
Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan
menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian

normatif. Penelitian normatif yang dilakukan dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan aturan yang berlaku, yakni dengan melakukan

analisis terhadap permasalahan dan melalui pendekatan terhadap asas-

asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah

hukum. Penelitian hukum pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan

ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum

Yhttps://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/, diakses
pada tanggal 27, Februari 2022.
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tertentu dengan jalan menganalisisnya.'® Dalam batasan-batasan tertentu,
penelitian ini juga menggunakan data pustaka sebagai data sekunder.
Data kepustakaan digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah
tentang objek penelitian.t®

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif
adalah  sebagai  berikut. Pedekatan Undang-Undang (Statute
Approach).Pendekatan ini di lakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasinya yang ada sangkut paut dengan isu hukum yang
sedang dihandapi bagi penelitian untuk kegiataan praktis ,dengan
pendekatan Undang-Undang yang membuka kesempatan untuk
mengtahui permaalhan penelitian ini dari bagaimana peraturan hukum
terkait alat bukti Visum et Repertum dalam pembuktin hukum pidana.

Pendekatan Konseptual (Conseptual Approch). Pendekatan ini
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di
daam ilmu hukum yang akan di gunakan untuk menggambarkan
permasalahan yang di angkat dari penelitian jadi pendekatan pendekatan
yang di angkat dari penelitiaan ini adalah penelitian yang di tujukan
untuk menggambarkan Vissum Et Repertum pada kasus penganiayaan
menurut teori pembuktian hukum pidana Dalam putusan no
321/Pid.B./2019/PN.Bna

Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan ini dilakukan
dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan yang
sedang di hadapi yang telah menjadi suatuperbuatan hukum yang telah

adanya putusan hakim .Dalam hal ini pendekataan kasus yang digunakan

®Burhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif,Pemahaman Filosofis dan

Metodologis ke arah penguasaan Model Aplikasi”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) him.

83.

¥Johny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Surabaya:

Bayu Media Publishing, 2005) him. 46.
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yaitu beberapa putusan pengadilan terkait dengan alat bukti Visum et
Repertum dalam tindak pidana pengniayaan

Pendekatan-pendekatan penelitian yang digunakan di atas
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis preskiptif.
IImu yang bersifat preskriptif adalah ilmu hukum yang mempelajari
tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-
konsep hukum, dan norma-norma hukum dan sebagai ilmu terapan, ilmu
hukum menentapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-
rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.
b. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif yakni metode penelitian hukum
terhadap hukum yang tertulis dan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi
normatifnya. Penelitian hukum normatif menjadikan peraturan
perundangan sebagai objek penelitia, dan juga merupakan sumber data
primer.r” Penelitian hukum normatif pada penelitian ini didasarkan pada
bahan - hukum sekunder, yaitu dengan cara pendataan kodifikasi
ketentuan dan pasal berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas.
c. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan
pengetahuan ilmiah yang terbaru maupun peraturan perundang-undangan
di Indonesia yang berkaitan erat dengan obyek penelitian. Peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan Alat bukti Visum et
Repertum dalam pembuktian hukum pidana pada perkara tindak pidana
penganiayaan sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan
sebagai berikut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana, Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2010 Perubahan Atas

"Fahmi Muhammad Ahmadi & Djaenal Aripin, “Metode Penelitian Hukum”, (Tesis),
Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010, him. 38.
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Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 2 tahun
2002 Tentang Kepolisian,Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan
Hukum.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat
berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks,
jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan internet. Dalam penelitian ini
bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi. Buku-buku ilmiah di
bidang hukum ,Makalah-makalah, Jurnal ilmiah ,Artikel limiah.

Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat
menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,
yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain. Dalam
penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus
Bahasa Indonesia,Kamus Hukum
d. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitin yang bersifat yuridis normative
yang memusatkan perhatian pada data utama ditempuh dengan
melakukan penelitian kepustakaan dan dan studi putusan serta undang —
undang yang berkaitan dengan konsep pembuktian hukum pidana serta
pertimbangan hakim  dalam = memutus perkara tindak pidana
penganiayaan berdasarkan teori pertimbangan hakim dalam pembuktian
hukum pidana yang berkaitan dengan alat bukti Visum et Repertum
dalam konsep pembuktian hukum pidana.

e. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara
kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif yaitu
menganalisis tentang putusan Perkara No. 321/Pid.B/ 2019 /PN.Bna.
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Kemudian disimpulkan secara komprehensif, sehingga pada akhirnya

mendapatkan kesimpulan yang akan menjawab permasalahan.

G. Sistematika penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini nantinya terbagi dalam 4 (empat) bab
yang disusun secara sistematis, dimana antara bab nantinya merupakan suatu
rangkaian yang saling terhubung, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah
sebagai berikut:

Bab Satu, memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan
tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian,
sistematika penulisan.

Bab Dua, memuat Pembuktian Visum et Repertum menurut teori
pembuktian hukum pidana, dasar hukum Visum et Repertum dalam pembuktian
tindak pidana penganiayaan, pembuktian terhadap Visum et Repertum menurut
teori pembuktian negatief wettellijk bewijs theotrie, fungsi Visum et Repertum
pada tahap penyidikan, kedudukan Visum et Repertum dalam sistem pembuktian
dan Teori pertimbangan hakim.

Bab Tiga, memuat, tentang Pembuktian Visum et Repertum dalam
putusan,analisis yuridis Atas bukti Visum et Repertum.Pada putusan

Bab Empat, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran
dengan harapan bermanfaat terutama bagi penulis sendiri, pembaca dan
masyarakat pada umumnya yang bertanya-tanya mengenai perihal Visum et
Repertum terhadap pembuktian kasus penganiayaan dan bagaimana langkah
tepat yang harus diambil untuk menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan
melalui alat bukti hasil Visum et Repertum sesuai dengan teori pembuktian
hukum pidana dan undang-undang yang berlaku.



BAB DUA
LANDASAN TEORI PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM
MENURUT TEORI PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA

A. Dasar Hukum Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana
Penganiayaan

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, bahwa
menurut pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf b, terdapat 5 alat bukti dalam perkara
pidana, yaitu:

1. Keterangan Saksi

2. Keterangan Ahli

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1)
huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita
acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang
berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang
kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri,
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu'®

Visum et Repertum dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasal 120, 179,
dan 133 KUHAP dan Dokter dilindungi oleh ancaman membuka rahasia
meskipun jabatan Visum et Repertum dibuka dan dibuat tanpa seizin pasien,
asalkan ada permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan
peradilan. Dasar Visum et Repertum terdapat dalam kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana Pasal 120, 133 dan Pasal 179 Pasal 186, Keterangan ahli
merupakan apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 187

huruf c:

18M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2002), him. 252.

18
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Surat keterangan dari seorang ahli yang dimuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
resmi daripadanya. Kedua pasal tersebut termasuk dalam alat bukti yang sah
sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Melalui pendekatan yuridis Visum et
Repertum di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, menunjukkan terdapat masalah mendasar yaitu kedudukan Visum
et Repertum masuk dalam alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat yang
kedua alat bukti ini sah menurut hukum sesuai pasal 184 KUHAP. bagi saksi
yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka
mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-
baiknya dan ‘yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang
keahliannya” Pasal 180 KUHAP. *°

Sejarah dasar hukum Visum et Repertum,visa reperta ordonantic 22 Mei
1937, stb 1937-350 setelah mencabut berlakunya ordonansi S.92-106 jo 22-198
tertulis:

1. Pasal 1 menjelaskan, Visa Reperta seorang Dokter yang dibuat baik
atas jabatannya yang diucapkannya pada waktu menyelesaikan
penyelenggaraannya di negeri Belanda atau Indonesia, maupun atas
sumpah istimewa seperti tercantum dalam Pasal 2, mempunyai daya
bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta
tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal  yang dilihat dan
ditentukan oleh Dokter itu pada benda yang diperiksa.

2. Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa bagi para Dokter yang belum
pernah bersumpah atas jabatan baik di negeri Belanda dan Indonesia
sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1, dapat mengucapkan
sumpah sebagai berikut, “saya bersumpah bahwa saya selaku Dokter

akan membuat pernyataan dan keterangan tertulis yang dibutuhkan

1C. S.T Kansil, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, (Jakarta: Rajawali
Press, 2008), him. 60.
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demi kepentingan peradilan, dengan sebenar-benarnya menurut
pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha
Kuasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin”. Kemudian Pasal 2 ayat
(2) Sumpah tersebut pada ayat (1), yang diminta oleh seorang Dokter di
Jawa dan Madura dilakukan oleh kepala daerah setempat dimana
Dokter itu berdomisili. Hasil dari pada penyumpahan tersebut diproses
verbal rangkap tiga, yaitu satu lembar untuk yang bersangkutan
(tersumpah), satu lembar diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan
dan satu sisanya disimpan di kantor pejabat menyumpahnya untuk
arsip.

Rechtsreglement Buitengewesten Pasal 397 Ayat 3 jo Pasal 492 ayat (4)
memuat keterangan yang dibuat oleh Dokter dan ditanda tangani oleh
Dokter (bersangkutan). Visum et Repertum hanya berkepentingan demi
suatu perkara pidana guna menjelaskan kepentingan pemeriksaan dan
demi keadilan serta diperuntukan bagi kepentingan peradilan. Maka
demikian Visum et Repertum dibuat atau diterbitkan tidak untuk
kepentingan yang lain. Pembuatan Visum et Repertum ini selalu

didahului dengan perkataan Pro Yusticia.?°

B. Pembuktian Terhadap Visum Et Repertum Menurut Teori Pembuktian

Negatif Weterlijk Bewisj Theorie

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana terlebih dalam hukum acara

pidana sangat urgen untuk menentukan dan menyatakan apakah seseorang

bersalah melakukan suatu tindak pidana. Urgensinya pembuktian dalam proses

peradilan pidana dimulai sejak polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan

yang kemudian dilimpahkan kepada jaksa untuk melakukan penuntutan yang

diawali dengan pembuatan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di

pengadilan. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim akan menilai fakta-

2 Andrian Rios Putra Simanjuntak, “Peranan Visum et Repertum..., him. 25.
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fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan guna membuktikan
benar tidaknya seseorang yang didakwa tersebut telah melakukan suatu tindak
pidana. serta berpegang pada keyakinan hakim, pada akhirnya hakim akan
menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Ada tiga jenis vonis yang dapat dijatuhkan
oleh hakim dalam mengadili suatu perkara pidana yakni pertama, vonis bebas
(Vrijspraak) apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah
melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan, kedua vonis lepas dari segala
tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging) apabila dakwaan Jaksa
penuntut umum terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu
tindak pidana, dan ketiga adalah vonis pemidanaan/penghukuman,(punishment)
karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak
pidana seperti dakwaan jaksa penuntut umum.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa berdasarkan sistem pembuktian
undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah
atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu: pembuktian harus dilakukan menurut
cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; keyakinan
hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah
menurut undang-undang.?* Maka pembuktian  Visum et Repertum dalam
Pembuktian nya berdasarkan Teori pembuktian Negative Wetelijk ialah
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b yang mana dalam bentuk
surat keterangan hasil pemeriksaan dari seorang Dokter ahli yang di ajukan oleh
Jaksa Penuntut Umum ke muka pengadilan. Hakim menimbang dalam
menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang di ajukan
berdasarkan keyakinan.

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada
bagaimana seorang ahli hukum meberikan definisi-definisi pada tiap-tiap
pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya

dengan terlebih dahulu mendefinisikan makana dari sebuah pembuktian

2IM. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan..., him. 279,
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tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari
istilah system pembuktian seperti berikut:

1. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk
meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang
dikemukakanmeyakinkan hakim dalam suatu persengketaan??.

2. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut
dalam arti  yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk
memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara
yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa
hukum yang diajukan tersebut?.

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, konteks
hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang
dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi
pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh
para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk
membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para
pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan
tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat
diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal®*, Pembuktian mengandung
arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang
bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya®.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan

pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

22Qubekti, “Hukum Pembuktian ", (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), him. 1.

2Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, (Yogyakarta: Liberty,
2006), him. 135.

24Martiman Prodjohamidjojo, “Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana”,(Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), him. 11.

Darwan Prinst, “Hukum Acara Pidana dalam Praktik”, (Jakarta: Djambatan, 1998),
him. 133.
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kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan
boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila
sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada,
ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.
Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah la
memperoleh keyakinan”

Apabila Jika kita melihat berdasarkan Pasal 183 KUHAP, maka dapat
mengambil kesimpulan bahwasanya KUHAP di Indonesia memiliki suatu
sistem pembuktian yang mana pembuktiannya bersifat negative wettelijk. Dalam
hal tersebut dapat Kita lihat di dalam praktik beracara yang sangat sering terjadi
pada peradilan Indonesia yaitu upaya pembuktian terhadap masing-masing dari
pihak dengan cara mengajukan berbagai macam bukti-bukti serta keyakinan
hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut.

Dalam teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat
kita sebut dengan pembuktian  negative wettelijk yang berarti: wettelijk
berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya ialah bahwa
walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti yang sesuai dengan undang-
undang, maka dari itu hakim belum boleh menjatuhkan putusan sebelum ia
memperoleh keyakinan tentang kesalahan terhadap terdakwa.®

Dalam metode penemuan fakta hukum pada proses mengadili dengan
mnggunakan dua metode yang mana ialah metode Aqusatoir dan Inqusatoir
Berbicara mengenai metode ini, tentu di setiap negara memiliki cara yang

berbeda-beda, antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Termasuk

M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali”, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), him. 319.
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negara yang menganut sistem Anglo Saxon dan Eropa Continental. Pendekatan
metode ini sesungguhnya harus bisa memberikan kejelasan terhadap suatu fakta
sekalipun tentu berbeda antara metode yang satu dengan metode yang lainnya.

Aquisatori ialah merupakan suatu bentuk pemeriksaan didalam
persidangan, dan kebebasan dalam memberikan dan mendapatkan penasehat
hukum, hal ini menunjukan bahwa tersangka dipandang sebagai subjek dan
berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaannya.
Penting untuk kita pahami dalam metode proses ini adalah pihak-pihak yang ada
dalam metode aqusatoir tentunya adalah terdakwa, penasehat hukum, hakim,
penitra dan jaksa. Perbedaan pemeriksa Inqusatoir adalah terletak pada tempat
pemeriksaannya.

Inqusatoir ialah dimana proses pemeriksaan pada tingkat
penyidikan,yang mana tersangka dijadikan sebagai objek, sedangkan Penasehat
Hukumnya bersifat pasif. Saksi tidak disumpah, sehingga sumpah disini bukan
merupakan alat bukti yang sah kecuali dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP
Sedangkan Aqusatoir pemeriksaan ditingkat pengadilan, terdakwa dijadikan
sebagai subjek, penasehat hukum bersifat pasif, saksi disumpah, sehingga
sumpah merupakan alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHP.
Maka dengan demikian bahwa Inquisatoir itu sendiri di anut dalam Pasal 164
HIR diantaranya adalah:

1. Bukti surat; dalam bukti surat ini dalam pembuktiannya tentu harus
berhubungan dengan suatu peristiwa hukum , sehingga alat bukti surat
ini bisa dijadikan suatu kekuatan dalam proses pembuktian. Dan yang
penting dalam pembuktian alat bukti yang berupa surat ini tentu harus
memiliki suatu keabsahan, dan dalam konteks kasus pidana yang
berupa hasil dari outopsi ataupun hasil dari keterangan oleh seorang ahli
dalam bidang keilmuan tertentu yang dalam keterangannya disampaikan
di luar pengadilan. Sehingga kemudian jika segala sesuatu tidak ada atau

tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau sekalipun memuat tanda bacaan,
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akan tetapi tidak mengandung sebuah pemikiran, maka tidaklah
termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat

. Bukti saksi; Berhungan dengan alat bukti berupa keterangan saksi tentu
memiliki suatu kekuatan dalam proses pembuktian ketika saksi itu
terpenuhinya syarat sah nya sebagai seorang saksi, dalam ketentuan
KUHAP adalah saksi harus mendengar, melihat dan mengalami.
Ketentuan ini haruslah menjadi suatu dasar paling utama seorang saksi
yang dapat dipertanggungjawabkan keterangannya yang disampaikan
dimuka persidangan di hadapan Majelis Hakim. Pasal 1 angka 26
KUHAP ~memberikan ketentuan saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan
peradilan terhadap suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri. Ini yang merupakan suatu prinsip dasar
dalam ketentuan alat bukti yang berhubungan dengan saksi.

. Sangkaan; Persangkaan pada intinya adalah merupakan suatu bentuk
dari kesimpulan yang mana oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik
dari suatu peristiwa hukum yang diketahui secara umum kearah suatu
peristiwa yang tidak diketahui umum (Pasal 1915 KUHPerdata), Pasal
173 HIR, Pasal 310 RBg. Kamudian persangkaan juga dapat diaritkan
sebagai uraian hakim, yang mana hakim dari fakta yang terbukti
menyimpulkan fakta yang tidak terbukti. Sekalipun memang telah
ditegaskan dalam undang-undang bahwa persangkaan itu adalah
merupakan bagian dari alat pembuktian, para ahli hukum tidak puas
dengan ketentuan tersebut, maka dikemukakanlah berbagai dalih untuk
menggugurkan ketentuan tersebut, antara lain yang dikemukakan oleh
Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. oleh karena persangkaan adalah
kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti
sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat bukti lain,yaitu

misalnya kesaksian atau surat — surat atau pengakuan dari suatu pihak,
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yang membuktikan, bahwa suatu peristiwa adalah terang nyata

(peristiwa).

4. Pengakuan; pengakuan merupakan suatu alat bukti yang dalam
ketentuannya diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdata, dan Pasal 174 HIR.
Yang pada prinsipnya adalah pengakuan merupakan bentuk pernyataan
atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain
dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu
dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Dalam kontek
pembuktian yang menyangkut pengakuan ini merupakan bagian dari
bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar
untuk keseluruhan atau sebagainya.

5. Sumpah. alat bukti sumpah menjadi bagian yang penting dalam proses
pembuktian, karena menyangkut  suatu kejujuran dan
pertanggungjawaban seseorang terhadap kesaksiannya atas nama Tuhan.
Sumpah merupakan suatu  alat bukti atau keterangan ataupun
pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan. Agar orang
yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu
takut atas murka Tuhan apabila ia berbohong. Rasa takut ini merupakan
suatu pendorong terhdap yang bersumpah untuk menerangkan apa yang
sebenarnya.

S.Tarif, dalam pendapatnya mengatakan sebagai berikut: tersangka ialah
sebagai objek yang harus diperiksa. Pemeriksaan ini berupa pendengaran dari
keterangaan-keterangan tersangka tentang dirinya, dan biasanya pemeriksa
sudah apriori berkeyakinan bahwa kesalahannya tersangka. Menurut pendapat
Abdurrahman SH. System Inquisatoir adalah suatu system pemeriksaan yang
memandang seseorang tertuduh sebagai subjek dalam pemeriksaan yang
berhadapan dengan para pemeriksa dengan kedudukan yang lebih tinggi dalam

suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup. Pendapat lain menjelaskan
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bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam metode Inqusatoir adalah tersangka,
Penasehat Hukum dan Polisi.?’

Pihak-pihak yang ada dalam metode aquisatoir adalah Terdakwa,
Penasehat Hukum, Hakim, Panitra, dan Jaksa.?® Hal ini dapat memberikan
gambaran dengan jelas terkait metode aquisatoir bahwa keterlibatan terdakwa
sangat penting. Sehingga kalau terdakwa tidak bisa hadir dalam proses
pemeriksaan maka proses untuk mencari fakta yang dilakukan pada saat
persidangan tidak boleh dilakukan, mengingat dalam kasus pidana adalah
mencari kebenaran materil sehingga ketika terdakwa tidak bisa hadir maka tidak

boleh adanya persidangannya.

C. Fungsi Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan

Sebagaimana tujuan Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam Pedoman
Pelaksanaan KUHAP vyang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang
menyatakan bahwa : “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari
dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah
kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan
untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu
pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari
pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah
dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan?®

Berdasarkan tujuan tersebut, maka hal ini menuntut aparat penegak
hukum yang berwenang menangani dan memeriksa suatu perkara pidana pada
setiap tahap pemeriksaan nya agar dapat bertindak secara jujur dan tepat dalam

rangka menemukan dan mengungkapkan kebenaran materiil suatu perkara

2IAlfitra, “Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di
Indonesia”, (Surabaya: Raih Asa Sukses, 2002), him. 12.

2|bid., him. 15

2Departemen Kehakiman Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana”, Jakarta, 1982, him.1.
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pidana dan akhirnya dapat memberikan putusan yang tepat yang dapat
memenubhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam pemeriksaan penyidikan yang didalamnya dilakukan serangkaian
tindakan oleh aparat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang
dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya, pada proses ini dapat dikatakan merupakan langkah
awal yang sangat penting dan menentukan dalam menemukan kebenaran
materiil suatu perkara pidana. Terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang
diduga melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materiil terhadap
peristiwa tersebut dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan dapat
dimulai dan dilaksanakan apabila penyidik telah mendapatkan dasar atau
pedoman tertentu.

Dasar atau pedoman bagi penyidik untuk memulai suatu penyidikan yaitu
adanya kemungkinan sumber tindakan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP
sebagai berikut : Kedapatan tertangkap tangan. (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
Adanya laporan. (Pasal 1 butir 24 KUHAP) Adanya pengaduan. (Pasal 1 butir
25 KUHAP) Diketahui sendiri atau dari pemberitahuan, atau cara lain sehingga
penyidik mengetahui terjadinya delik*

Visum et Repertum mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem
peradilan di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari kedudukan ahli dalam
peradilan pidana di Indonesia. Untuk mengetahui hal ini, harus dilihat dari
ketentuan yang mengaturnya.Ketentuan yang menjadi dasar acuan ini dapat
dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal
186, Pasal 187 huruf ¢ dan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang
KUHAP.

Ketentuan Pasal 186, Keterangan Ahli ialah “apa yang seorang ahli

nyatakan di sidang pengadilan”. Pasal 187 huruf ¢ “Surat keterangan dari

%Andy Hamzah, “Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana
Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), him. 97.
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seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu
hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”. Esensi dari
semua ketentuan tersebut di atas sepanjang mengenai keterangan seorang ahli
ialah Pertama, sekalipun kesaksian seorang ahli dilakukan di bawah sumpah
(Pasal 179 ayat (2) KUHAP), keterangan seorang saksi ahli bukan merupakan
bukti yang mengikat Hakim di dalam menjatuhkan putusannya (Pasal 183 jo
Pasal 186 dan Pasal 187 butir c KUHAP). Kedua, sebagai konsekuensi logis dari
kedudukan yang “lemah” dilihat dari pendekatan yuridis maka fungsi Visum et
Repertum di dalam sistem peradilan Indonesia hanya sebagai instrumen
pelengkap di dalam mencari kebenaran materiil dari kasus tindak pidana.®

Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) Visum et Repertum berguna untuk
mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna
untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai
alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari
tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional
Prosedur (SPO) pada suatu Rumah Sakit tentang tata laksana pengadaan Visum
et Repertum.

Berdasarkan peranan yang dapat diberikan Visum et Repertum dalam
tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dijelaskan di
atas, hal ini menyebabkan fungsi Visum et Repertum menjadi salah satu alat
bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara
tindak pidana penganiayaan hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan
Visum et Repertum dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan
adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan guna untuk sebagai pengganti dari
corpus delicti.

Visum et Repertum dalam perkara pidana berfungsi sebagai pengganti

corpus delicti, hasil pemeriksaan Dokter yang dituangkan dalam keterangan

SINur lksan, “Peranan Visum et Repertum dalam Sistem Pembuktian Tindak
Pidana Tindak Pidana Penganiayaan, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Alaudin Makasar, 2016, him. 25.



30

Visum et Repertum merupakan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang
berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang dituangkan di
dalam bagian Pemberitaan Visum et Repertum dan berisi hasil pemeriksaan
secara rinci yang dibuat oleh Dokter pemeriksa. hasil pemeriksaannya tersebut
diharapkan menjadi pendukung oleh jaksa penuntut umum dalam memperoleh

suatu keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut secara tepat dan adil.

D. Kedudukan Visum et Repertum dalam Sistem Pembuktian

Visum et Repertum adalah salah satu aspek yang diperankan sebagai ahli
atau aspek keterangan ahli, maka di antara keduanya tidak dapat dipisahkan
kaitannya. Keterangan yang dicantumkan ahli dalam hasil pemeriksaan laporan
adalah suatu yang dapat diwujudkan dibuat atas dasar dari hasil-hasil ilmu dan
diketahui teknik itu dari ahli yang berpengalaman sebaik-baiknya. Visum et
Repertum tidak di muat dalam KUHAP. Visum et Repertum dengan IImu
Kedokteran Forensik erat dikaitkan. Menurut R.Atang Ranoemihardjad bahwa
dijelaskan Ilmu Kedokteran Kehakiman atau IImu Kedokteran Forensik adalah
pengetahuan llmu Kedokteran yang digunakan dalam ilmu perkara baik untuk
peradilan pidana maupun dalam perkara lain.

Dengan Imu Kedokteran Kehakiman tersebut, dapat diambil keputusan
yang di diharapkan dengan sesungguhnya yang terjadi didasarkan badan
peradilan menjadi obyektif.Terjadi saat pada tindak pidana (perkara ditempat
jadi, korban yang luka diperiksa atau meninggal) ahli kedokteran kehakiman
dengan bantuan yang diberikan dapat membatu menerangkan perkara pidana
penganiayaan dan barang bukti yang di diperiksa, dimana akan hal ini
diterangkan dan secara tertulis dalam bentuk surat diberikan di berikan kepada
penyidik dan dikenal dengan istilah Visum et Repertum.

Visum et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian hukum
pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia , Visum et Repertum menguraikan

segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam
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pemberitaan ,yang karenanya dapat di anggap sebagai alat bukti. Maka Visum et
Repertum menjadi suatu hal yang penting dalam pembuktian karena mengganti
sepenuhnya corpus delicti (tanda bukti) dalam perkara pidana yang menyangkut
pada perusakan tubuh dan kesehatan tubuh serta mebinasakan nyawa manusia
maka tubuh korban merupakan Corpus Delicti.

Maka oleh karena itu Corpus Delicti yang demikian tidak mungkin di
sediakan atau di hadapkan ke muka peradilan dan oleh karena itu mutlak harus
di ganti dengan Visum et Repertum. Dan demikian pula kedudukan seorang
Dokter di dalam penanganan korban kejahatan yang menerbitkan atau membuat
keterangan visum et repertum harus di dasari dan dapat di jamin netralitasnya
karena sangat menetukan dalam adanya suatu kebenaran peristiwa hukum.

Apabila Visum et Repertum belum dapat menjernihkan persoalan di muka
sidang maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau di ajukan bahan baru
seperti yang tertuang di dalam KUHAP yang memberi kemungkinan
dilakukannya pemeriksaan ulang atas barang bukti apabila timbul keberatan
yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil
pemeriksaan (Pasal 180 KUHAPR).

Apabila ditinjau dari Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang memberi
definisi Visum et Repertum, maka sebagai alat bukti dan Visum et Repertum
termasuk alat bukti surat karena di buat berdasar kan hasil pemeriksaan oleh
seorang Dokter dan dituangkan dalam bentuk tertulis.Disamping itu Pasal 184
ayat (1) huruf ¢ yang menyatakan bahwa : Surat sebagai mana tersebut pada
pada pasal 184 ayat (1) huruf c di buat atas sumpah jabatan atau dikuatkan
dengan sumpah adalah surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliaannya mengenai seuatu atau sesuatu keadaan yang di minta secara remi
pada nya. Dari penjelasan diatas maka Visum et Repertum berkedudukan sebagai

alat bukti surat.%?

32Michael Bharama, “Kedudukan Visum et Repertum..., him.14.
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E. Teori Pembuktian Hukum Pidana

Kekuasaan kehakiman yaitu merupakan badan yang menentukan suatu
kekuatan norma hukum positif dalam konkretisasi nya melalui putusan-
putusan. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap
perkara yang diajukan kepada dirinya , dalam perkara pidana hakim memeriksa
dan memutus perkara menggunakan sistim pembuktian negatif (Negative
Wetterlijke).Prinsip sistem pembuktian undang-undang secara negatif (Negative
Wetterlijke) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa
atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti
menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi
dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata- mata
didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati
nurani.

Pada Hakikatnya pembuktian suatu perkara pidana sangat berbeda
dengan pembuktian pada perkara perdata.dalam perkara pidana pembuktian
mempunyai suatu tujuan guna mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang
sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk
guna mencari kebenaran formil, yang mana hakim tidak boleh melewati batasan-
batasan permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam
mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan ‘preponderance of
evidence®, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka
peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).**Ada empat macam jenis
pembuktian dalam hukum pidana ialah sebagai berikut:

1. Positif Wettelijk Bewijstheori

Teori atau sistem pembuktian juga dikenal dengan istilah teori
pembuktian formal (formele bewijstheori). Teori pembuktian ini

dikatakan berdasarkan undang-undang secara positif ialah karena

BArto Mukti, “Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), him. 140.
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pembuktian ini hanyalah didasarkan padasuatu alat bukti menurut
undang-undang, disini hakim terikat secara positif terhadap alat bukti
yang menurut undang-undang. Dalam artinya, jika dalam pertimbangan
hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-
undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi untuk
menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jadi walaupun hakim tidak
yakin bahwa seorang terdakwa telah melakukan suatu kesalahan, tapi
karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa tersebut telah
memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang maka seseorang
tersebut akan diputus bersalah meskipun hakim tidak yakin.
2. Conviction Intime

Sistem atau teori pembuktian ini maksudnya adalah dalam
menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, apakah seseorang
tersebut bersalah atau tidak, dasar pembuktian yang digunakan ialah
semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim.8 Keyakinan hakimlah
yang menentukan seorang terdakwa salah atau tidak, mengenai dari
mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bahwa terdakwa
terbukti melakukan tindak pidana itu tidak menjadi permasalahan dalam
sistem ini. Dalam sistem pembuktian ini hakim tidak terikat kepada alat
bukti, akan tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan
sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan dan
menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak*
3. Conviction Raisonne

Sistem atau teori pembuktian ini tidak jauh berbeda dengan teori
pembuktian conviction intime yang sama-sama menggunakan atau

berdasarkan kepada keyakinan hakim dalam menentukan apakah seorang

*1bid., him. 95.
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terdakwa bersalah atau tidak. Akan tetapi perbedaannya dalam sistem
pembuktian ini kayakinan hakim tersebut dibatasi, artinya dalam sistem
conviction raisonne kayakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan
yang logis atau jelas sedangkan dalam sistem conviction intime peran
keyakinan hakim tidak memiliki batasan, artinya tanpa ada alasan yang
logispun jika hakim telah berkeyakinan maka hal tersebut dapat
digunakan. Dalam sistem conviction raisonne keyakinan hakim tersebut
harus diuraikan dan dijelaskan dengan disertai alasan-alasan apa yang
mendasari keyakinan hakim tersebut. Sistem atau teori pembuktian ini
disebut juga dengan istilah teori pembuktian bebas karena hakim bebas
untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrijebewijstheorie). Teori
pembuktian conviction raisonne digunakan dalam hukum acara pidana di
Indonesia, yaitu dalam konteks persidangan tindak pidana ringan
termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara
cepat yang tidak membutuhkan ‘jaksa penuntut umum untuk
menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa
penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan.
4. Negatief wettelijk bewijstheorie

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah
sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana
keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undangundang. Jadi
meskipun sama-sama didasarkan pada keyakinan hakim sistem
pembuktian ini memiliki perbedaan dengan conviction raisonne yang
didasarkan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang logis

Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-
undang secara negatif, hal tersebut terlihat dalam Pasal 183 KUHAP
yang berbunyi sebagai berikut, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
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benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya”

Pasal 183 KUHAP tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa Indonesia

menganut sistem pembuktian menurut undangundang secara negatif.

Akan tetapi minimum dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 183

KUHAP tersebut dapat disimpangi dalam hal pemeriksaan perkara cepat

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan

215 KUHAP, yang mana dalam pemeriksaan perkara cepat cukup

dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini
merupakan sistem pembuktian yang cocok diterapkan di Indonesia dan hal ini
harus tetap dipertahankan, karena menurut Wirjono Prodjodikoro ada 2 (dua)
alasan mengapa sistem pembuktian ini harus tetap dipertahankan dalam sistem
pembuktian di Indonesia maka dari itu kita dapat mengatahui dengan jelas
terkait sistem pembuktian yang di anut dalam hakum pembuktian pidana positif

yang ada di indonesia



BAB TIGA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP VISUM ET REPERTUM

DALAM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA (Putusan Nomor
321/Pid.B/PN Bna)

A. Pembuktian Visum Et Repertum dalam Putusan Nomor:
321/Pid.B/2019/Pn.Bna

1. Dekripsi Kasus

Sebelum dikemukakan  lebih jauh mengenai Putusan No.
321/Pid.B/PN Bna, penting penulis jelaskan gambaran umum putusan baik
mengenai koronogis kasus maupun tuntutan terhadap pelaku. Putusan no
321 /Pid.B/PN Bna. adalah salah satu dari sekian banyak putusan pidana
tentang pelanggaran tindak pidana penganiayaan yang ada di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kasus tindak pidana penganiayaan
dalam putusan no 321/Pid.B/PN.Bna.Berawal dari pelaku (Ade Zolmiva bin
Saiful Anwar) pada hari kamis tanggal 30 mei 2019 bertempat di sebuah
warnet di desa keudah, kecamatan kuta raja,kota Banda Aceh yang termauk
dalam wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh telah melakukan suatu
perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana penganiayaan terhadap
korban (AM bin RA) yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 20.00
Wib,n terdakwa meminta nomor rekening milik korban ( Andri Muliadi
bin alm. Rusli Ahmad ) untuk dikirimkan uang oleh temannya namun
keesokan harinya uang belum juga masuk ke rekening milik korban (AM
bin alIm.RA) akan tetapi terdakwa bersikeras bahwasnya uang yang
dikirim oleh teman terdakwa sudah masuk ke rekening saksi Andri
Muliadi bin alm. Rusli Ahmad, lalu terdakwa meminta kartu ATM milik
(AM bin alm. RA) untuk mengecek bersama dengan korban (AM bin alm.

RA) apakah uang yang dikirim oleh temannya sudah masuk atau belum.

36
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Bahwa pada tanggal 30 mei 2019 sekitar puku 03:00 WIB ketika
Korban AM bin RA sedang berda di warnet yang beralamat di desa keudah
kec.kuta raja kota Banda Aceh tiba-tiba terdakwa datang dan meminta uang
kepada korban .kemudian korban mejawb uang apa dan di jawan terdakwa
ung yang di kirim ke kamu ,di jawab lagioleh kkorban kan sudah di cek
tidak masuk uang nya lalu terdakwa emosi dan langsung memukul korban
dengan cara menggunakaan tangan kiri sebanyak dua kali dan tepat
mengenai kepala korban pada bagian kanan dan pada bagian mulut
sebanyak dua kali terdakwa juga menendang di bagian perut korban yang
dapat menimbulkan rasa sakit pada bagian tubuh korban setelah
melaakukan penganiayaan terdakwa langung pergi meninggalkan korban
dengan mengabil sebuah kartu ATM di dompet korban.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Andri Muliadi bin alm.
Rusli Amad merasa keberatan lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada
pihak yang berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Visum et
Repertum Nomor : VER/24/V1/2019 tanggal 30 Mei 2019 di Rumah
Sakit Iskandar Muda Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan yang
dilakukan pada angka 3 status lokalis di dapat Luka robek pada bibir atas
dengan tepi tidak rata P : 1 cm, L : 0,5 cm. Luka gores pada bibir bagian
dalam P : 2.cm, L : 1 cm, Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh
kesimpulan ditemukan kelainan pada tubuh pasien atau tanda-tanda
kekerasan fisik dengan diagnose vulnus Laceratum a/r Labia Oris
Superior.Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.®

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah berupaya
memanggil saksi-saksi agar dapat didengar di persidangan namun

setelah dipanggil secara sah dan patut, saksi tidak dapat hadir

%Direktori Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia dari putusan nomor
321/pid.b/PN.BNA. .
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dipersidangan.Dari  pertimbangan hakim tersebut  maka  unsur
penganiayaan tersebut telah terpenuhi oleh karena unsur dari Pasal 351
ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan
telah  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Denga demikian hakim
menjatuhi putusan berupa pidana penjara selama lima bulan dengan
menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang elah dijalani terdakwa.

Berdasarkan kronologi kasus diatas, dan hasil Visum korban maka
Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh menetapkan
dakwaan tunggal terhadap terdakwa yaitu Perbuatan terhadap terdakwa
dikenakan pasal 351 ayat (1) tentang melakukan penganiayaan terhadap
saksi korban Andri Muliadi bin alm Rusli Ahmad . Tuntutan pidana dari
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh  Menyatakan
Terdakwa Ade Zolmiva Alias Ipan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana
yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana
sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut:

1) Tedakwa AZ terbukti secara sah dan meyakinkan dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana
diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat 1
KUHP

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZ berupa pidana penjara
selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa
penahanan yang telah di jalaninya dengan penrintah supaya terdakwa
tetap ditahan dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sejumblah Rp.2,000,00 (dua ribu rupiah)
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Kemudian Jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti di antaranya:
1) Surat berupa Keterangan hasil pemeriksaan medis Visum et
Repertum Nomor :VER /24/\/1/2019
2) Ketarangan saksi SS bin RA Yang mana keterangan terdapat dalam
berita acara penyidikan Kepolisian tanggal 17 juli 2019 di bacakan

di perssidangan dan terdakwa mebenarkan keterangan atas saksi

tersebut.

Selanjutnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum membuat
dakwaan dengan dakwaan Tunggal yaitu pertama sebagaimana yang diatur
dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Perlu juga kita ketahui apa itu
dakwaan tunggal , ada baiknya disini bila Penulis menjelaskan terlebih
dahulu dengan sekilas mengenai surat dakwaan tunggal. Yang mana suatu
dakwaan tunggal adalah dakwaan yang disusun dalam formulasi "tunggal”.
Dakwaan yang hanya berisi satu dakwaan.Umumnya perumusan dakwaan
tunggal ditemukan dalam pelanggaran pidana yang jelas yang tidak
mengandung fakta “penyertaan” (mededadershap) atau faktor concursus
maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidair”.%

Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan penuntut
umum sebagaimana diatur dalam pasal 321 ayat 1 KUHP tentang
penganiayaan untuk kemudian dibuktikan dengan unsur sebagai barikut:

1) Adanya Kesengajaan
2) Adanya perbuatan
3) Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu :

a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
b. Lukanya tubuh
4) Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya®’

%Melati Theresia Terok, Vonny A. Wongkar & Herlyanty Y. A Bawole, “Syarat
Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana ”, Jurnal
Lex Crimen, Vol. 2, No. 4, Februari 2021, him. 141.

$7Andi Hamzah, “Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP ”, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), him. 68.
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Merujuk pada dakwaan yang di ajukan jaksa penuntut umum yaitu
pertama sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1
Kitab Undang-undang hukum pidana .Dakwaan tersebut merupakan
Tunggal bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan
hukuman mana yang paling tepat untuk dijatunhkan kepada terdakwa
berdasarkan fakta yang terkuak dalam persidangan.

Disini penulis mencoba untuk menelaah terhadap penerapan atau
implemetasi hukum materiil yang dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa
Penuntut Umum. Yang dimaksud dengan hukum pidana materiil adalah
mengenai penentuan bentuk perbuatan dalam pengkategorian yang dapat
diancam pidana serta pertanggungjawaban pidananya. Hukum pidana
materiil ini i1alah mempunyai suatu fungsi penting dalam rangka
mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Aturan yang tegas dan jelas
terkait suatu perbuatan yang dapat terancam pidana dalam suatu perundang-
undangan akan memberikan  jaminan  dan juga perlindungan bagi
masyarakat Dalam penjelasannya Solichin Kartanegara yang berisikan
peraturan tentang peraturan sebagai berikut :

1) Perbuatan yang dapat diancam pidana dengan hukuman

2) Siapa saja yang dapat dihukum dan mempertanggungjawabkan
terhadap hukum pidana

3) Hukum mana yanag dapat dijatuhkan terhadap orang yang
melanggar undang-undang.

Dalam posisi ini penyidik berperan sebagai aparat yang memegang
suatu peranan yang penting di dalam memeriksa suatu dugaan tindak pidana
penganiayaan terhadap seseorang yang telah berupaya menjalankan hukum
pidana materiil, dimana memang Tindak Pidana Penganiayaan ini
merupakan lex Generalis (tindak pidana umum) dari regulasi yang
mengatur terkait peenganiayaan orang. Dalam hal ini penulis cukup

mengapresiasi Kinerja Penyidik dimana meraka cukup berupaya dalam
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mengintrogasi semua saksi, korban dan tersangka yang kemudian makin
mengukuhkan perbuatan yang dilakukan tersangka sebagai perbuatan yang
melawan hukum yaitu tindak pidana penganiayaan orang.

Terhadap dakwaan yang di ajukan jaksa penuntut umum penulis
berpendapat penerapan sanksi dengan yang sebagaimana didakwakan dalam
surat dakwaan jaksa penuntut umum,yang mana dalam penyimpulan hal ini
berangkat dari telah terbuktinya semua perbuatan yang dilakukan terdakwa
dan memenuhi segala unsur pidana yang didakwakan Jaksa penutut umum
(dalam pembuktian di persidangan), dan dalam segala prosesnya tidak
adanya ditemukan suatu kecacatan prosedur dan kemudian terdakwa juga
telah mengakui segala perbuatan yang dalam tuntutan Jaksa penunut umum
memang benar adanya.

3. Pertimbngan Hakim dalam putusan nomor 321/Pid.B/2019/PN.Bna

Perlu untuk kita ketahui sebelumnnya pertimbngan majelis hakim
merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk kita dalam menilai suatu
putusan yang mengandung suatu keadilan (ex aequo et bono) dan nilai
kapastian hukum disamping itu juga mengandung kemanfaatan terhadap
para pihak sehingga putusan ini dianggap telah tepat®®. Pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan suatu rasa keadilan baik
bagi korban maupun bagi terdakwa. Dalam menentukan bahwa terdakwa
terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem
pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah dan benar-benar melakukannya.

38Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”, (Y ogyakarta:
Pustaka Belajar, 2004), him. 140.
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Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan
dari pertimbangan bagi hakim, yaitu keterangan terdakwa, serta alat bukti
yang berupa hasil pemeriksaan medis (Visum et Repertum). Kesesuaian
antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh
fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP,penulis mengangggap
bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan yang berupa
keterangan dari terdakwa itu sendiri dan berupa surat keterangda dari hasil
pemeriksaan medis yaitu Visum et Repertum dan menunjukkan kesesuaian
satu sama lain.

Berdasarkan isi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor.
321/Pid.B/2019/PN.Bna.Adapun beberapa faktor yang menjadi faktor
Exsternal yang menjadi suatu acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan
sehingga lahirnya suatu putusan tntang tindak pidana penganiayaan yang
mana sebagai berikut:

1) Pertimbangan hakim menganai fakta yuridis

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana sangatlah teramat
penting, dimana dapat kita katakan pembuktian merupakan suatu proses
untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan atau tidaknya
seseorang. Pembuktian dilakukan melalui proses peradilan Pembuktian
dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah
seseorang dapat dijatunkan pidana (veroordeling) karena hasil
persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana, kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak)
karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari
segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) karena apa
yang didakwakan terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan
merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang di

peroleh hakim dalam mempertimbangkan putusan berdasarkan alat
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bukti yang ajukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan yang

sebagai mana di tentukan dalam pasal 184 KUHAP yaitu:

a. Keterangan Terdakwa

Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya dari faktor

keterangan terdakwa di persidangan dalam kasus ini terdakwa telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

€)

Bahwa terdakwa pernak diperiksa oleh Penyidik dan saksi
menerangkan yang sebenarnya

Bahwa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena telah
melakukan penganiayaan / memukul korban

Bahwa terdakwa pada tanggal 30 mei 2019 memukul korban
dengan menggunakan tangan kiri nya sebanyak dua kali dan
mengenai kepala korban pada bagian kanan dan memukul
lagi dengan menngukan tangan sebelah kanan nya di bagian
mulut sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban
sebaganyak 1 (satu) kali pada bagian perut lalu terdakwa
mengambil ATM  milik korban di dalam dompet yang
terleak di ata meja.

Waktu kejadian di desa keudah kec.Kuta raja kota banda
aceh bertempat di sebuah warnet

Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 30 Mei 2019 pukul
03:00 WIB

b. Surat Ketrangan Hasil pemeriksaan medis berupa Visum et

Repertum

Berdasarkan keterang yang di peroleh dari hasil pemeriksaan

Visum et Repertum Nomor: VER/24/V1/2019 tanggal 30 Mei 2019

di temukannya Luka robek pada bagian bibir atas dengan tepi tidak

rata P:1 cm ,L : 0,5 cm. Luka gores pada bibir bagian dalam P:2

cm,L:1 cm.Dari hasil pemeriksaan terdebut di diperoleh kesimpulan
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di temukan kalainan pada tubuh korban atau tanda-tanda kekerasan

fisik dengan diagnosa Vultus Laceratum a/r Labia Oris Superior.
2) Pertimbangan hakim mengenai putusan hukumnya

Pertimbangan hakim tentang hukumnya untuk membuktikan

kebenaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada
terdakwa. Dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat rumusan
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan
ditarik dari hasil pemerikasaan penyidikan dan menjadi dasar bagi
hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Adapun secara ringkas
isi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa AZ alias Ipan bin SA telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
penganiayaan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam
dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZ alias Ipan bin SA
berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan di kurangi selama
terdakwa menjalani masa tahanan yang telah di jalaninya dengan
perintah supaya terdakwa tetap di tahan .

c. Menetapkan barang bukti berupa hasil Visum et Repertum
Nomor. VER/24/\V/1/2019, Keterangan korban serta keterangn
dari terdakwa.

d. Menetapkan agar terdakwa AZ alias Ipan bin SA dibebani untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).
Berdasarkan demikian unsur ini pun terpenuhi dan berdasarkan

keseluruhan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat
yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan para
terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan

sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak
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menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tetap

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan terdakwa harus

dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

3) Pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan
meringankan terdakwa.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa Hakim dan Hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang artinya,
dalam memutus suatu perkara Hakim tidak boleh hanya
mempertimbangkan aspek yuridisnya saja,akan tetapi Hakim juga harus
juga mempertimbangkan dari segi aspek sosiologisnya. Dalam hal ini,
Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi pelaku
kejahatan, korban kejahatan,dan masyarakat. Dengan demikian, dapat
diharapakan terciptanya putusan yang mempunyai rasa keadilan
terhadap semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai rasa
kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai
lembaga peradilan yang mampu mengakomodir para pencari keadilan.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana terlebih  dahulu
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan terdakwa dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan.
Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.Penganiayaan yang
dilakukan oleh AZ alias Ipan bin SA di Pengadilan Negeri Banda Aceh
yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan
meringankan. Hal ini memang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1)
KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang
memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan trdakwa.
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a) Perbuaatan terdakwa melukai saksi korban
b) Tidak adanya saksi yang dapat meringankan terdakwa (A De
Charge)
b. Hal-hal yang meringankan terdakwa
a) Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar
jalannya persidangan
b) Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulanginya lagi
¢) Antara terdakwa dan korban telah terjalin perdamaian
d) Terdakwa belum pernah di hukum
e) Terdakawa merupakan tulang punggung keluarga
4. Putusan Majelis Hakim
Pertimbangan  Majelis Hakim dalam  memutus perkara
Nomor.321/Pid.B/2019/PN.BNA.dengan memperhatikan unsur dari pasal
351 ayat (1) Tentang tindak pidana penganiayaan dan alat bukti yang di
ajukan oleh jaksa penuntut umum berupa hasil Visum et Repertum Nomor.
VER/24/\V/1/12019. Dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana Maka Majelis Hakim Mengadili:

1) Mengadili terdakwa AZ alias Ipan bin SA terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan
sebgaimana dakwaan tunggal penuntut umum

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara
selama 5 (lima) bulan.

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumblah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
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5. Peranan Alat Bukti Visum et Repertum dalam Putusan Nomor.
321/Pid.B/2019/PN.BNA.

Dalam Pembuktian terhadap suatu unsur tindak pidana yang dirmuat
dalam visum et repertum,dapat menentukan suatu langkah yang hendak
diambil oleh penyidik dalam mengusut suatu kebenaran adanya tindak
pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa seseorang . Alat bukti
berupa hasil pemeriksaan medis atau visum yang dilakukan seorang dokter
tersebut di bawah penguasaan aparat penegak hukum yang berwenang guna
untuk kepentingan - suatu penyidikan, penuntutan dan pembuktian di
persidangan. Visum et Repertum sangat besar peranan nya dan dibutuhkan
penyidik -guna mengusut adanya tindak pidana terhadap seseorang,
kesimpulan dari dokter yang merupakan ahlinya dalam mengetahui jenis
luka atau memar yang disebabkan oleh sautu benda atau lainnya yang
digunankan saat melakukan tindak pidana Dalam hal ini dokter merupakan
orang yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sehingga Visum et
Repertum merupakan alat bukti yang terpercaya. Untuk menentukan
kekuatan Visum et Repertum dalam mengungkap suatu tindak pidana yaitu
dengan cara menilai kecocokan keterangan Visum et Repertum dengan
keterangan saksi sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dijadikan
pertimbangan hakim dalam menentukan telah terjadi tindak pidana atau
tidak dan menentukan kesalahan terdakwa di persidangan. Namun dalam
pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan hukum Visum et Repertum
harus juga melihat alat bukti yang lain tidak hanya semata-mata Visum et
Repertum saja, sehingga keterangan saksi di hubungkan dengan keterangan
yang terdapat di dalam isi Visum et Repertum tersebut harus ada

keterkaitan.®®

39 Eddy Suryantha Tarigan.” Peran Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti
Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan’(Tesis) ,Medan, Program studi magister llmu Hukum
Universitas Sumatra Utara 2021, him.100
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Peranan serta fungsi Alat Bukti Visum Et Repertum dalam halnya guna
untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana penganiayaan memiliki
suatu peranan yang sangat penting dalam halnya guna untuk mengungkap
suatu kejadian tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan
biasa hal yang dapat diperjelas dan diterangkan oleh Visum et Repertum
didalam pengadilan adalah mengenai apa yang terjadi pada corpus delicti
saja seperti waktu kejadian perkara, tempat kemungkinan terjadinya
kejadian perkara, serta modus operandi yang kiranya dilakukan oleh si
pelaku. Visum et Repertum vyang ada dalam putusan nomor,
321/Pid.B/2019/PN.Bna ini berperan sebagai alat penerangan bagi Hakim
serta alat bukti yang cukup vital, dikarenakan didalam Visum tersebut
terdapat petunjuk-petunjuk yang dapat membantu Hakim dalam
membedakan apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa itu
memang benar-benar terjadi dan juga dapat membantu hakim dalam halnya
memperoleh suatu keyakinan atas suatu perkara tindak pidana
penganiayaan®

B. Analisis Yuridis Atas Bukti Visum Et Repertum pada Putusan No 321
/Pid.B.Pn.Bna
Manusia merupakan suatu kelompok mahkluk sosial yang memiliki suatu

kepentingan yang berbeda yang antara satu dan lainnya. Oleh karena itu
Meskipun semua perilaku dan perbuatan setiap orang diatur dalam undang-
undang, kejahatan yang terjadi tidak hanya di negara ini saja. Salah satunya
yaitu terhadap kejahatan pada tubuh manusia atau juga disebut sering dengan
penganiayaan terhadap tubuh orang lain. KUHP sendiri tidak memuat
pengertian penganiayaan.Namun dalam kamus besar bahasa indonesia
memmuat pengertian dari penganiayaan ialah suatu tindakan kesewenang-

wenangan terhadap tubuh orang lain.

40 Mario Lasut “Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana ” Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016
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Visum et Repertum ialah merupakan salah satu alat bukti yang sah
sebagaimana tertuang dalam pasal 184 KUHAP. Visum et repertum turut
berperan dalam proses pembuktian suatu perkara tindak pidana yang
menyangkut dengan tubuh manusia, dimana Visum et Repertum menguraikan
semua tentang hasil yang berkaitan dengan pemeriksaan medik yang tertuang di
dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti

barang bukti*

Untuk membuktikan bahwa terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan
dalam perkara Nomor 321/Pid.B/2019/PN.BNA pada perkara ini hakim dalam
mejatuhkan putusannya hakim mengacu kepada alat bukti yang di ajukan jaksa
penuntut umum yang mana alat bukti tersebut berupa surat ketarangan dari hasil
pemeriksaan medis yaitu Visum et Repertum yang mejadi dasar dari putusan
hakim yang dimana hasil Visum et Repertum akan menjadi suatu alat bukti
otentik dalam persidangan karena dalam bukti Visum et Repertum terdapat
bukti-bukti mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

1. Analisis Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim pada perkara nomor
321/Pid.B/2019/PN.BNA

Setelah menelaah dan menganalisa putusan yang terkait dalam kasus
tindak piadana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AZ alias Ipan bin
SA, maka saya selaku penulis dapat membuat dasar kesimpulan terhadap
pertimbangan Hakim atas kasus penganiayaan ini, yaitu:

a. Putusan Pengadilan negeri ini merupakan putusan yang dicapai setelah
melakukan telaah terhadap putusan pengadilan Negeri Banda Aceh

Nomor 321 /Pid.B/2019/PN Bna. atas fakta-fakta hukum yang terjadi di

dalam persidangan.

41 Dedi Afandi ,Visum et Repertum pada korban hidup .him 80
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Putusan Pengadilan Negari Banda Aceh ini berdasarkan surat dakwaan
dari Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang
dibuat secara formil dan dapat diterima.

Berdasarkan alat bukti yang di ajukan berupa Surat hasil Visum et
Repertum Nomor VER/ 24/V1/2019 Dan pengakuan dari terdakwa
sendiri dan keterang dari saksi SS bin RA dalam berita acara penyidikan
kepolisian tanggal 17 juli 2019 dibacakan di persidangan karena jaksa
penuntut umum sudah berusaha menghadilkan saksi namun saksi tidak
dapat berhadir dan di bacakan oleh jaksa penuntut umum di prsidangan
dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

Oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu “penganiayaan”, dan selama
persidangan dalam perkara ini ditemukan alasan pembenar maupun
alasan pemaaf dan juga Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan
lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh
Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis
Hakim berkesimpulan Terdakwa ma mpu bertanggung jawab menurut
hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan
perbuatannya tersebut.

Bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan
suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam
menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis
akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis, penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk
menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana
tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat
mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah

dilakukannya, sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi,
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karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi

dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

g. Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran
pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan
yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan
rasa damai dalam masyarakat, maka cukup adil dan patut jika Terdakwa
dijatuhi pidana penjara.

Putusan hakim merupakan suatu puncak klimaks dari suatu perkara yang
sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim tersebut. Hakim dalam
memberikan keputusannya terhadap mengenai hal-hal sebagai berikut:*?

1) Keputusan mengenai peristiwa yang terjadi, apakah terdakwa benar-
benar telah melakukan perbuatan yang sebagaimana dituduhkan kepada
dirinya.

2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh
terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa
bersalah dan dapat dipidana.

3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang benar-benar
dapat dipidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Jika Kita melihat pada putusan no 321/Pid.B/2019/PN Bna.Yang mana
hakim dalam Putusannya menyatakan terdakwa dihukum pidana penjara
berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan, yang isinya:
“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah “Adapun
unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal diatas adalah sebagai
berikut :

a. Barangsiapa

b. Melakukan Penganiayaan

42Sudarto, “Hukum dan Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1986), him. 74,
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Adapun fakta-fakta hukum terdiri dari :
a. Keterangan saksi
b. Keterangan terdakwa
c. Surat
Pada sidang perkara kasus ini, Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah
terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang
penganiayaan.Dengan dasar pertimbangan dari fakta hukum dan alat bukti yang
di ajukan Jaksa penuntut umum yang mana hasil keterangan dari surat hasil
pemeriksaan medis Visum et Repertum Nomor : VER/24/V1/2019 pada tanggal
30 mei 2019 Dari hasil pertimbangan hakim tersebut maka unsur penganiayaan
telah terpenuhi.Bahwa oleh karena unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana
terpenuhi ,maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebgaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal
penuntut umum. Hakim dalam putusan ini menjatuhkan pidana dengan bunyi
amar dari Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.Bna yaitu :

1) Menyatakan Terdakwa AZ alias Ipan Bin SA terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”
sebgaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama
5(lima) bulan ;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumblah Rp 2,000,00 (Dua ribu rupiah)

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah membuktikan terdakwa
yang bernama AZ alias Ipan bin SA melakukan tindak pidana penganiayaan dan

menjatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan. Atas alat bukti surat yang
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berupa Visum et Repertum tersebut Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan
memutus perkara, menerima alat bukti Visum et Repertum tersebut, karena
menurut pertimbangan Hakim sesudah dibuktikan dengan alat bukti lain yang
memiliki keterikatan oleh karena itu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus
didukung dengan dua alat bukti lain, maka hakim menggunakan alat bukti lain
berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Terjadi kesesuaian antara penilaian hakim terhadap alat bukti keterangan
saksi dengan alat bukti surat atau Visum et Repertum, nilai kekuatan pembuktian
keterangan saksi diberikan pada saat sidang pengadilan berlangsung dan dapat
dberikan dengan sumpah maupun tanpa sumpah. Dapat dinyatakan sebagai alat
bukti yang sah karena terdapat hubungan saling menguatkan tentang kebenaran
suatu keadaan tertentu.Kebenaran keterangan seorang saksi harus berhubungan
dengan kebenaran yang terjadi sebenarnya. alat bukti yang berupa Visum et
Repertum baik dilihat dari tata cara pembuatan materi yang terkandung
didalamnya, dan menunjukkan adanya hubungan antara tindakan terdakwa
dengan akibat yang ditimbulkan bagi korban yang mengalami kerugian secara
fisik, alat bukti surat atau Visum et Repertum mempunyai daya bukti yang kuat
dalam suatu perkara pidana apabila bunyi Visum tersebut telah dibacakan di
muka persidangan.*® Pertimbangan Hakim dalam putusannya berdasarkan alat
bukti Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dr.Annis Octavani, selaku
Dokter pada Rumah Sakit Daerah Militer Iskandar muda Banda Aceh dengan
hasil Nomor VER/24/\V/1/2019 atas nama korban AM bin RA.

Berdasarkan  hasil  putusan Hakim pada perkara  Nomor
321/Pid.B/2019/PN Bna, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut didalam
persidangan telah diterapkannya alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal
184 KUHAP.Terpenuhinya unsur-unsur dakwaan melalui alat bukti surat yaitu
Visum et Repertum, dan keterangan-keterangan saksi-saksi dan juga keterangan

terdakwa , bahwa dimana penerapan Visum et Repertum dalam pertimbangan

43Dian Varesa, Romi Asmara, & Husni, “Visum Et Repertum Sebagai..., him.10
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Hakim dalam putusan ini ialah berdasarkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c
KUHAP visum ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh Dokter sebagai pejabat
berwenang, dan juga karena visum memiliki peran yang cukup besar dalam
membantu Hakim untuk membuktikan kebenaran unsur-unsur pasal yang
dianggap dilanggar oleh terdakwa maka dari itu visum dijadikan salah satu dasar
dari pertimbangan Hakim tersebut dalam memutus perkara pidana Nomor:
321/Pid.B/2019/PN Bna dan ialah yang bahwa memperlihatkan ketentuan
melanggar Pasal 351 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
Keterikatan Hakim terhadap Visum et Repertum yang merupakan sebagai
alat bukti surat yang sah dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil
kesimpulan dari hasil Visum et Repertum yang diberikan oleh Dokter yang
memeriksa Korban tersebut, hakim dapat mengambil alih kesimpulan tersebut
dan didukung oleh alat bukti lain berupa keterangan saksi dan keterangan
terdakwa ditambah lagi dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak
pidana penganiayaan dan bahwa terdawalah  AZ Bin SA lah yang bersalah
melakukanpenganiayaan.
2. Ketentuan Terhadap Pengadaan Visum et Repertum
Perbedaan dengan ketentuan pemeriksaan korban mati, ketentuan
permintaan visum et repertum pada korban hidup tidak diatur secara secara
jelas dalam KUHAP. Tidak adannya suatu ketentuan yang mengatur secara
jelas tentang pemeriksaan apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh
seorang dokter. Hal ini berarti bahwa pemilihan jenis pemeriksaan yang
dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter yang memeriksa dengan
mengandalkan tanggung jawab profesi kedokteran. KUHAP juga tidak
memuat suatu ketentuan terhadap bagaimana untuk menjamin keabsahan
korban sebagai barang bukti. Hal-hal yang merupakan barang bukti pada
tubuh korban hidup ialah suatu perlukaan beserta akibatnya yang di
timbulkan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pidananya.

Sedangkan orangnya sebagai manusia tetap diakui sebagai subyek hukum
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dan segala hak dan kewajibannya. Maka dengan demikian, Karena barang
bukti tersebut tidak dapat dipisahkan dari orangnya maka tidak dapat disegel
maupun disita. Yang dapat dilakukan adalah menyalin barang bukti tersebut
ke dalam bentuk visum et repertum.KUHAP tidak mengatur suatu ketentuan
dengan rinci apakah korban harus dikawal oleh aparat kepolisian atau tidak.
Padahal petugas pengawal tersebut yang sebagaimana dimaksudkan untuk
memastikan suatu kesesuaian antara identitas orang yang akan diperiksa
dengan identitas korban yang dimintakan visum et repertum nya seperti
yang tertulis di dalam surat permintaan visum et repertum. Keadaan tersebut
menyeret dokter dalam hal turut bertanggung jawab atas kavalitan dan
kesesuaian antara identitas yang tertera pada surat permintaan visum et
repertum dengan identitas korban yang diperiksa.*

Adanya keharusan membuat visum et repertum terhadap korban
hidup bukan berarti bahwa korban tersebut dalam hal ini ialah pasien, untuk
tidak dapat menolak sesuatu pemeriksaan.Korban hidup adalah juga
merupakan pasien sehingga mempunyai haknya sebagai pasien.Bilamana
pemeriksaan ini yang sebenarnya perlu dilakukan menurut dokter pemeriksa
sedangkan pasien menolaknya,maka dari itu hendaknya dokter meminta
suatu pernyataan tertulis singkat atas penolakan tersebut dari pasien dan
disertai dengan alasan atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, agar
mencatatnya di dalam catatan medis

Hal penting yang harus diingat ialah bahwa surat permintaan visum
et repertum harus mengacu kepada perlukaan yang di akibatkan oleh suatu
tindak pidana tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Surat
permintaan visum et repertum pada korban hidup bukanlah surat yang
meminta pemeriksaan, melainkan surat yang meminta keterangan ahli

tentang hasil pemeriksaan medis.

4 Dedi Afandi, “Visum et Repertum Pada Korban Hidup” Jurnal ,Ilmu Kedokteran
Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Riau. him.10
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3. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Visum Et Repertum

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia, yang pada
khususnya KUHAP tidak memberikan pengaturan tentang penjelasan secara
tegas mengenai Visum et Repertum. Satu-satunya ketentuan dalam
perundangan yang memberikan penjelasan mengenai Visum et Repertum
lalah Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350.Disebutkan dalam ketentuan
Staatsblad tersebut bahwa visa reperta van genesskundigen yang banyak
dilampirkan dalam BAP (Berita Acara Pengadilan):” Visum et Repertum
adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas
permintaan penyidik yang berwenang, yang mana dibuat oleh Dokter,
terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan
barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta
berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Dalam KUHAP Visum et
Repertum diatur dalam beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan: “Keterangan ahli adalah
keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khuss
tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana
guna kepentingan pemeriksaan”.

2. Pasal 120 ayat (1): “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat
meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

3. Pasal 133 ayat (1) : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan
menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang
diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang
mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran
kehakiman atau Dokter dan atau ahli lainnya”

4. Pasal 179 ayat (1) dan (2):

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran
kehakiman atau Dokter atau ahli lainnya wajib memberikan
keterangan ahli demi keadilan”

(2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi saksi
yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka
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mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang
sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan
dalam bidang keahliannya”

Pasal 180 ayat (1) dan (2):

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang
timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta
keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh
yang berkepentingan

(2)Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau
penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan
penelitian ulang

Dan tentunya Pasal 184 ayat (1) huruf b dan ¢ “ Keterangan ahli dan
surat”

Pasal 186: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di
sidang Pengadilan”

Pasal 187 huruf c: “Surat keterangan dari seorang ahli yang m
emuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau
sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya”

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Pembuatan surat Visum et Repertum tersebut seorang Dokter polisi

pun mempunyai beberapa kemampuan yang anatara lain dijelaskan pada
Pasal 14 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana dalam pasal tersebut

menyebutkan bahwa:

a.

b.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian
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Kedokteran kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan
dengan pemeriksaan Visum et Repertum dijelaskan dalam Pasal 6 angka (l)
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Kedokteran Kepolisian yang mana menyebutkan bahwa
medikolegal, antara lain:

1. Pemeriksaan berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum.

2. Pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan Dokter terhadap
tersangka.

3. Pembuatan Visum et Repertum dengan rahasia kedokteran.

4. Pemberian keterangan ahli dan pada masa sebelum persidangan
pemberian keterangan ahli di dalam persidangan.

5. Pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan dugaan malapraktik.

6. Penerbitan surat keterangan kematian dan surat keterangan medik.

7. Kelayakan kesehatan pasien untuk menjalani pemeriksaan untuk
peradilan.

8. Pemeriksaan mengenai kecelakaan lalu lintas.

Berkas hasil Visum et Repertum tersebut diserahkan oleh Dokter
forensik atau Dokter yang memeriksa tubuh korban kepada penyidik dimana
setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap korban, dam berkas hasil Visum
et Repertum tersebut kemudian diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa
Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan pada saat
sidang pembuktian.

c. Peraturan Mentri Kesahatan Republik Indonsia Nomor 77 Tahun 2015
tentang pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan
Penegakan Hukum.

Rumah sakit jiwa dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat
lainnya seringkali mendapatkan permintaan pembuatan  suatu surat
keterangan kesehatan jiwa. Surat keterangan jiwa tersebut berkaitan dengan
permasalahan hukum maupun untuk kepentingan administratif lainnya

misalnya sebagai persyaratan lainnya. Surat keterangan kesehatan jiwa yang
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berkaitan dengan perkara pidana permintaannya dilakukan oleh polisi
sebagai penyidik, jaksa, dan hakim. Surat keterangan jiwa yang berkaitan
dengan perkara perdata permintaan dilakukan oleh pengacara maupun para
pihak yang bersengketa melalui pengadilan.

Pada tahun 1986, dimana Direktorat Kesehatan Jiwa, Ditjen
Pelayanan Medik dan Departemen Kesehatan, telah menyusun Pedoman
Visum et Repertum Psikiatrikum (VERP). Pada pedoman tersebut belum
dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan dan VERP dibuat
hanya untuk perkara pidana. Pasal 150 Undang-Undang nomor 36 tahun
2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa Pemeriksaan kesehatan
jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (VERP) hanya dapat dilakukan
olen Dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami
gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim Dokter yang mempunyai
keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Dengan adanya suatu ketentuan tersebut maka VERP bukan hanya
dibuat untuk perkara pidana saja tapi juga dibuat untuk perkara perdata.
Untuk itu dipandang perlu adanya pedoman dalam pembuatan VERP.
Adapun hal yang mengatur mengenai Visum et Repertum terdapat Pada
beberapa pasal yaitu:

1) Pasal 1 ayat (1) dan (2).

(1) Pemeriksaankesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan dari
pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk menilai kondisi
kesehatan jiwa seseorang

(2) Visum et Repertum Psikiatrikum, yang selanjutnya disingkat VeRP
adalah keterangan Dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk
surat sebagai hasil pemeriksaan Kesehatan jiwa seseorang di
fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum.

2) Pasal 18 berbunyi:
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(1) Hasil pemeriksaan Kesehatan jiwa harus dituangkan dalam VERP.

(2) VERP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat
anamnesis, hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik, hasil
pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kesimpulan dan
penutup.”

(3) VERP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada
instansi pemohon pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah pemeriksaan selesai”.

Selain pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk
kepentingan - penegakan hukum, terdapat juga pada peraturan Menteri
Kesehatan yang lainnya yang mana membahas tentang Visum et Repertum,
yaitu pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor
1993/K.dj/U/1970 tentang perawatan penderita penyakit jiwa. Terdapat dua
pasal yang membahas mengenai Visum et Repertum, yaitu:

1) Pasal 15 yang berbunyi:

(1) Khususnya untuk kepentingan perkara-perkara pengadilan dan
umumnya untuk memberikan kesaksian ahli, maka pada prinsipnya
setiap Dokter pada Departemen Kesehatan dan telah mendapat izin
bekerja dari Menteri Kesehatan wewenang untuk memberikan
kesaksian ahli jiwa.”

(2) Kesaksian ahli jiwa ini yang dimaksud dalam ayat (1). Pasal ini
dapat berupa Visum et Repertum psikiatrik atau keterangan Dokter”

(3) Visum et Repertum yang dimaksud ayat (2), pasal ini adalah sesuatu
persaksian tertulis dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang
dibuat atas permintaan Hakim Ketua Pengadilan dan mengingat
sumpah Dokter”

(4) Keterangan Dokter yang dimaksud dalam ayat (2), pasal ini adalah
keterangan yang diberikan oleh Dokter atas permintaan Jaksa,
Polisi, Pamong Praja dalam pemeriksaan pendahuluan suatu
perkara pengadilan”
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(5) Permintaan kesaksian ahli kedokteran jiwa yang dimaksud dalam
pasal ini perlu disertai permintaan tertulis yang memuat
identifikasi lengkap dari orang yang akan diperiksa itu, serta alasan
permintaan pemeriksaan dan yang dibubuhi nama, jabatan, tanda
tangan, serta cap jabatan dari pejabat. Selanjutnya atas pasal 15
tersebut, perlu diketahui bahwa dalam pemberian kesaksian ahli
disitu dapat berupa “Visum et Repertum” dan berupa keterangan
Dokter”

2) Pasal 16 yang berbunyi:

(1) Visum et Repertum psikiatrik yang dimaksud dalam pasal 15
hendaknya dibuat selengkap-lengkapnya dengan berpedoman pada
model yang terlampir pada peraturan ini.”

(2) Dokter yang ditunjuk untuk membuat Visum et Repertum psikiatrik
sudah harus mengeluarkannya dalam waktu 14 hari dengan catatan,
bahwa bila ini tidak mungkin, maka Dokter tersebut wajib
memberikan keterangan tertulis kepada Hakim disertai alasan
untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut.”

(3) Apabila dalam waktu 5 bulan Visum et Repertum psikiatrik belum
juga dapat dibuat maka Dokter tersebut wajib memberikan laporan
tertulis lebih lanjut disertai alasan untuk memperpanjang observasi,
atau memindahkan orang yang harus diperiksa itu ke tempat
perawatan lain.”

4. Penggunaan Visum Et Repertum dalam pembuktian Tindak Pidana
Penganiayaan dalam Putusan Nomor 321 /Pid.B/2019/PN.BNA

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah suatu upaya
mendapatkan keterangan-keterangan yang mana melalui alat-alat bukti dan
barang bukti, guna untuk memperoleh suatu keyakinan atas benar dan tidaknya
suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepada seseorang serta untuk dapat
mengetahui ada atau tidaknya suatu kesalahan pada diri terdakwa. Untuk

kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-
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benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, lazimnya benda-benda
tersebut disebut sebagai barang bukti.

Bila mana jika kita meninjau dari segi Hukum Acara Pidana yang
sekarang ini, maka peranan dari keterangan yang diberikan oleh seorang yang
ahli atau seperti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebut sebagai ’keterangan
ahli’, sangat diperlukan di dalam setiap tahapan proses pemeriksaan yang untuk
membantu tugas-tugas dari penyidik, jaksa maupun hakim dalam menghadapi
suatu perkara pidana seperti pada tindak pidana pembunuhan, penganiayaan,
kesusilaan dan tindak pidana yang lain. Pasal 183 KUHAP menjelaskan tentang
apa yang diharuskan di dalam suatu pembuktian perkara pidana di Indonesia,
diantaranya perlunya minimal dua alat bukti yang sah yang memperoleh
keyakinan hakim bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah
pelakunya dan selanjutnya bunyi dari Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya.”

Bunyi Pasal 183 KUHAP ini merupakan suatu ketentuan yang benar-
benar harus ditaati oleh hakim, untuk mncegah jangan sampai hakim salah
dalam mengambil keputusan. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya
kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi orang dan
setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana.
Oleh karena itu, keharusan bagi hakim untuk yakin bahwa terdakwa benar-benar
bersalah atas perbuatan yang dilakukannya harus bersandarkan pada adanya dua
alat bukti yang sah, hal ini sangat penting karena menjadi patokan dalam proses
pembuktian di depan sidang pengadilan di Indonesia, karena gunanya adalah tak
lain dari untuk mencari suatu kebenaran materil. Dalam teori pembuktian yang
negatif menurut undang-undang atau (negatief wettelijke), ada dua hal yang

merupakan syarat syarat sebagai berikut:
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1) Wettelijke, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan

oleh undang-undang

2) Negatief, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan

ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim
menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus
dibutuhkan adanya keyakinan hakim*.

Menurut sistem Negatief Wettelijke menghendaki hubungan causal
(sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem
pembuktian Negatief Wettelijke ini telah ditentukan secara limitatif dalam
undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (bewijs voering) yang
harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan
terdakwalah yang bersalah. Dalam sistem pembuktian ini ada suatu
persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas.
Persamaannya dari teori ini ialah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada
unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan
alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian
negatief wettelijke menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang
didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian
yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (conclusie) yang
logis tidak berdasarkan undangundang. Sistem pembuktian adalah merupakan
suatu hal-hal yang mana bersifat urgen dalam menjamin suatu proses
pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam suatu sistem pembuktian tersebut
mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan suatu
perangkat aturan yang formal guna untuk menemukan kebenaran yang

sesungguhnya.*®

4SMunir Fuady, “Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) ”, (Bandung: Penerbit
PT Citra Aditya Bakty, 2006), him. 45.

“Martiman Prodjohamidjojo, “Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti”, (Bandung:
Penerbit Chalia Indonesia,1983), him. 17.
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KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem negatief wettelijke
yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam
Pasal 183, yang berbunyi :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa
tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk
menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah yang
ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah
yang melakukannya.Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,
memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam
membuktikan suatu tindak pidana.*’

Visum et Repertum hanya termasuk dari satu diantara lima alat bukti
yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai ‘alat bukti
surat’, akan tetapi apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Stb. 1937 No. 350 dapat
juga dianggap sebagai ‘keterangan ahli’, yang juga adalah merupakan salah satu
alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan melampirkan
bukti Visum et Repertum di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara
Pemeriksaan oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses
penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu
dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa kemudian diajukan ke
persidangan, maka bukti Visum et Repertum menjadi termasuk sebagai ‘alat
bukti sah.*® Karena itu Visum et Repertum merupakan alat bukti sah, apabila
terdapat dalam suatu berkas perkara, yang berarti Visum et Repertum harus
disebutkan serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Karena itu pula, suatu Visum et Repertum dalam suatu tindak pidana ‘bukan’

47H.S. Brahmana, “Teori dan Hukum Pembuktian”. Jurnal Hukum, Vol. 1, No.1,
Januari 2009, him. 4.

8Cliff Roring, “Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Menurut
KUHAP ”. Jurnal Lex Privatum Lex Privatum, Vol. 5, No. 2, Maret 2017, him. 58.



65

sebagai barang bukti, karena memang Visum et Repertum dibuat tidak atau
bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.

Visum et Repertum vyang digunakan dalam putusan Nomor
321/Pid.B/PN.Bna pada kasus penganiayaan merupakan Visum et Repertum
yang dilakukan pemeriksaan luka pada tubuh korban. Pada putusan nomor
321/Pid.B/2019/PN.BNA pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mana
Jaksa Penuntut Umum Dalam membuktikan tuntutannya mengajukan atau
melampirkan Surat hasil pemeriksaan medis atau Visum et Repertum. Yang juga
digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan
putusannya terhadap terdakwa.

Mengenai dengan hal kekuatan dalam suatu pembuktian yang dengan
menggunakan Visum et Repertum, dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang
berbentuk surat. Hal ini dikarenakan Visum et Repertum adalah suatu bentuk
keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli di bidang
kedokteran kehakiman, dan dilakukan diatas suatu sumpah jabatan. Ketentuan
mengenai hal ini diperjelas dengan adanya Pasal 187 huruf c, karena melihat hal
tersebut , dapat disimpulkan bahwa sebuah Visum et Repertum dianggap sebagai
alat bukti surat bukan alat bukti keterangan ahli. Jika dilihat pada hierarki alat
bukti dalam KUHAP Pasal 184, Alat bukti surat berada ditengah-tengah,
sedangkan alat bukti keterangan ahli berada satu tingkat diatasnya.Dilihat secara
sekilas pandang, kekuatan pembuktian surat dalam hal ini Visum et Repertum
masih kurang kuat jika dibandingkan dengan kekuatan pembuktian keterangan
ahli. Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal alat bukti sempurna, dari
aspek materiil mempunyai kekuatan mengikat, dan Hakim bebas untuk
melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan asas keyakinan

Hakim, dan asas batas minimum pembuktian.
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5. Analisis Penulis Terhadap pembuktian Atas Visum et Repertum Dalam
Putusan nomor 321/Pid.B/2019/PN.Bna.

Hakim dalam hal mejatuhi putusan harus memiliki suatu dasar
pertimbangan yang kuat .Dalam putusan hakim haruslah mempertimbangkan
segala aspek yuridis terhadap perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa
merupakan satu hal yang sangat penting dikarenakan hal tersebut sangat
berpengaruh terhadap putusan.Dalam surat dakwaan yang yang diajukan jaksa
penutut umum melampirkan suatu alat bukti yang mana hasil dari pemeriksaan
medis yaitu Visum et Repertum yang merangkan bahwa terdapat luka pada tubuh
korban akaibat  dari suatu penganiayaan. Dalam  putusan nomor
321/Pid.B/2019/PN.Bna Visum et Repertum yang di ajukan jaksa penuntut
umum guna untuk membuktikan dakwaannya yang mana menjadi suatu alat
bukti pendamping dari alat bukti bukti lainnnya yang berupa keterangan saksi
dan keterangan terdakwa yang di bacakan di persidangan dalam perkara yang
tersebut di atas

Dalam putusan nomor 321/Pid.B./2019/PN.Bna pada perkara tindak
pidana penganiayaan Visum et Repertum menjadi suatu dasar dari pertimbangan
hakim dalam mejatuhi putusan yang mana hakim dalam menjatuhi putusan
telah mempertimbangkan dan memperhatian segala fakta-fakta hukum yang
terjadi dan hakim menilai telah adanya kesusuaian antara dakwaan jaksa
penuntut dan fakta hukum yang terjadi sehingga hakim berkeyakinan penuh
bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
penganiayaan sebagai mana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.Dimana
dalam perkara ini Visum et Repertum berposisi sebagai alat bukti pendamping.

Apabila dimana Visum et Repertum tidak dapat menjernihkan suatu
duduk persoalan perkara di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta
keterangan ahli atau diajukannya bahan baru untuk membuktikan , seperti yang
tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau

penelitian ulang atas barang bukti tersebut, apabila adanya timbul suatu
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keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap
suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP*®

Pada pasal 183 KUHAP secara tegas disebutkan dimana “Hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan”bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya
.Sebagaimana telah penulis uraikan di atas sebelumnya bahwa sistem pembktian
ini melandaskan kepada keyakinan hakim dan juga barang bukti yang
dibenarkan oleh undang-undang maka dengan demikian sistem pembuktian ini
tidak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat logika hakim dan
subjektivitas hakim. Akan tetapi logika dan subjektivitas hakim itu sendiri masih
berada dalam lingkup undang-undang yang dimana dalam artiannya undang-
undang membatasi pemakaian logika dan subjektivitas hakim yang berkaitan
dengan keputusan yang hendak di ambil.

Jika kita berpedoman kepada Pasal 183 KUHAP yang mana
keterkaitannya dalam menyelesaikan perkara ini yang kemudian di hubungkan
dengan macam-macam sistem pembuktian yang kita kenal seperti halnya yang
sudah penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sistem
pembuktian yang di anut dalam sistem hukum negara Kita ini adalah sistem
pembuktian yang negatif. Yang menjadi suatu persoalannya ialah bagaimana
peran dan kekuatan  Visum et Repertum dalam perkara putusan
nomor:321/Pid.B/2019/PN.Bna dan kaitannya dengan sistem pembuktian yang
negatif dan juga terikatan hakim terhadap alat bukti surat yang mana
diwujudkan dengan bentuk Visum et Repertum.Jika kita melihat dan menelaah
pada putusan hakim yang penulis uraikan di atas sesungguhnya menekankan
ketidakterikatan hakim kepada alat bukti Visum et Repertum namun di satu

sisilain juga hakim tidak boleh mengabaikan keberadaan Visum et Repertum.

49 1bid . hlm 80
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Maka apabila Visum et Repertum hanya merupakan alat bukti satu-
satunya alat bukti di persidangan maka yang dalam hal ini tidak dapat
digunakan tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya, sehingga Visum et Repertum
tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak bisa berdiri
sendiri. Sehingga adanya Visum et Repertum saja tidak dapat membuktikan
bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan
prinsip minimum pembuktian yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP.
Ketentuan di dalam Pasal 183 KUHAP memiliki kaitan yang erat dengan Pasal
185 ayat (2) KUHAP dimana menyatakan bahwa adanya saksi tunggal dalam
persidangan tidak cukup untuk membuktikan adanya kesalahan pada terdakwa
Prisip ini sesuai dengan sebagaimana dalam teori hukum pembuktian yaitu
Negatif Weterlijk yang di anut dalam sistem hukum positif Indonesia™.

Berhubungan dengan peran dan kedudukan Visum et Repertum sebagai
alat bukti dalam perkara ini, dapat memperkuat dan mendukung keyakinan
hakim. Kekuatan pembuktian Visum et Repertum adalah merupakan suatu
pembuktian yang sempurna dan memuat tentang kesimpulan/pendapat Dokter
yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain
yang dapat melemahkan.®* Bahwa dapat disimpulkan Visum et Repertum dalam
putusan perkara ini sebagal alat bukti pendamping dan berhubungan dengan
yang satu dengan yang lainnya tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti
yang lain disitulah Visum et Repertum ini memiliki kekuatan pembuktian di
dalam persidangan sehingga menurut hukum dinyatakan terdakwa itu secara sah

dan meyakinkan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

01bid, him 100

SYusup Khairunisa & Johny Krisnan, “Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat
Bukti dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana”, Journal Varia Justicia, Vol. 6, No. 3,
April 2016, him. 189.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Keimpulan
Setelah penulis melakukan penjelasan pada Bab diatas maka penulis
mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan
berfunsi sebagai alat bukti pendukung dari alat bukti lain yang
memegang peranan sebagai pengganti dari tanda bukti atau Corpus
Delicti yang dimana hasil dari Pemeriksaan medis ini menjadi suatu hal
yang penting guna untuk membuat terangnya suatu tindak pidana
penganiayaan.

2. Penerapan Visum et Repertum dalam dalam pembuktian perkara
penganiayaan sangat besar peranannya dalam membantu hakim untuk
menilai suatu perkara pererbuatan perkara tindak pidana penganiayaan
dan menjadikan suatu dasar dari pertimbangan hukum dalam menjatukan
putusan. Dalam Putusan Nomor: 321 /Pid.B/2019/PN.Bna. dimana posisi
Visum et Repertum sebagai alat bukti vital yang mana tidak boleh
dikesampingkan keberadaannya dimana isi dari keterangan Visum et
Repertum tersebut mengisyaratkan terhadap benar atau tidaknya atas alat
bukti yang lain sehingga Visum et Repertum harus di percayai dan di
pertimbangkan selama tidak adanya alat bukti lain yang dapat

melemahkannya.

69



70

B. Saran

1. Ada baiknya pemerintah untuk mengatur secara jelas dalam undang-
undang terkait dengan kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti
pada tindak pidana penganiayaan. Supaya adaya kejelasan terhadap
peran dari Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana yang
menyangkut dengan dengan tubuh manusia. Untuk membuktikan telah
terjadinya suatu tindak pidana maka syarat yang disebutkan dalam Pasal
183 KUHAP, haruslah dipenuhi dan dilaksanakan oleh para aparat
penegak hukum.

2. Meskipun dalam KUHAP tidak ada keharusan terhadap penyidik untuk
dapat mengajukan suatu permintaan kepada ahli Dokter kehakiman
ataupun Dokter lainnya akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan
perkara yang menyangkut tubuh manusia dan untuk pembuktian di
persidangan harus dilakukan guna untuk kejelasan bagi perkara tersebut.
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PUTUSAN
Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap  ©  Ade Zolmiva Alias Ipan bin Saiful Anwar,
Tempat lahir : _Lhokseumawe;
Umur/tanggal fahir - 30 Tahun / 30 Juni 1889,

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kebangsaan © Indonesia;
Tempat Tinggal  : Asrama PHB Kel. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota

Banda Aceh;
Agama 1 Islam;
Pekerjaaan 8 wnswm@&m;,
Pendidikan : SMA; N

Terdakwa Ade Zolmiva alas fpan *h‘u Anwar ditahan dalam tahanan rutan

olen; " |

1. Penyidik sejak tangga! 4 Juli 2019 sanpal dengan tanggal 23 Juli 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019
sampai dengan 1 September 2019,

3. Penuntut Umum ‘_t_-lopl 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17
September 201

4, Hakim Penga Negerf sejak tanggal 11 September 2019 sampal dengan
tanggal 10 Oktober 2019;

5, Hakim Pengadilan Negen Perpanjangan oleh Kefua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 11 Oktober 2019 sampal dengan tanggal 9 Desember 2019;

t

Terdakwa menghadap sendiri; »
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negest Banda Aceh Nomor 321/Pid, B/2019/PN
Bna tanggal 11 September 2019 tentang penurg.’u

kan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 11

September 2019 tentang penetapan hasi sidanﬁh
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang ber i
Setelah mendengar kelerangan - Saksi- dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat.yang diajukan di persidangan; /
Setefah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada po  sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Ade Zolmiva alias Ipan bin Saiful Anwar telah terbukti
secara sah dan n‘#lklnkan bersalah  melakukan Tindak Pidana

Hakaman 1 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid 8/2019PN Bna
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Penganiayann sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan
Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Zolmiva alias Ipan bin Saiful
Anwar berupa pidana penjara selama 5 (Ima) bulan dikurangl selama
terdakwa menjalani masa tahanan yang telah dijalaninya dengan perintah
supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa Ade Zolmiva alias Ipan bin Saiful Anwar dibebani
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar  permohonan  Terdakwa yang pada  pokoknya
menyatakan mohon putusan yang senngan-ringannya karena terdakwa adalah

W p;:q-”‘ mml tanggapan Penuntut Mmudw permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke pe

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagal besikut:
Bahwa Terdakwa Ade Zcﬁmvmwm bin Saifdl Anwar pada har

Kamis tanggal 30 Mel 2019 sekir qsm WIB atau setidak-tidaknya pwu
suatu waktu dalam Bulan Mai 20! ,mmmumy-mmum dalam
Tahun 2019 bertempat di dalam sebuah wamet yang beralamat di Desa keudah
Kec. Kuta Raja Kota ceh atau sotidak-tidaknya pada suatu tempat yang
termasuk  dalam Ptlukum Pengaditan  Negerl Banda Aceh, telah
melakukan peng n yang menimbulkan rasa sakit pada dirl orang lain
yaitu pada diri saksi Andn Muliadl bl alm. Rush Ahmnd. Perbuatan tersebut
thlakuka terdakwa

an oleh Penuntut

dengan cara-cara sebagal ber
pada harl selnsa tanggal 28 Mel 2019 lllﬂrn pukul 20.00 Wliy‘

o meminta nomor rekening millk saksi Andd Muliadi Qn *IMRMII
untuk diklrimkan uang oleh temannya naman keesokan htm vang

) bnlum Juga masuk ke rekening milik saksi Ardri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad

akan tetap) terdakwa bersikeras bahwasnya tang yang dikiim oleh teman
terdakwa sudah masuk ke rekening snksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad,
lalu terdakwa meminta kactu ATM milik saksi Andsl Mulladi bin alm. Rusli Ahmag
uniuk mengecek bersama dengan mmq_iﬁﬂ bin alm. Rusli Ahmad
apakah uang yang dikirim oleh temannya sudah masuk atau belum. Selanjutnya
saksi Andni Mullagi bin_alm, RWMW dan terdakwa pergl ke ATM BNI
disimpang Keudah Kec. Kula Raja Banda Aceh, setelah terdakwa cek di ATM,
uang yang dikiim teman terdakwa belum juga masuk lalu terdakwa tidak
percaya bahwa uang tersebut bekith rfasi kemudian terdnkwa meminta saksi

Andrl Muliadi bin aim, Rusil Ahmad untuk menyuruh print out buku tabungan
g R

- Halarman 2 davf 11 Putusan Nomor 321/ B/2019/PN Bna
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saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad di bank. Kemudian saksi Andri Muliadi
bin alm. Rusli Ahmad bersama terdakwa pulang ke rumah saksi Andrl Muliadi
bin alm. Rusli Ahmad untuk megambil buku tabungan miliknya. Setibanya di
rumah saksi Andrl Muliadi bin alm, Rusli Ahmad langsung mengambll buku
tabungannya lalu ketika saksi Andrl Muliadi bin alm, Rusli Ahmad keluar, saksi
Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad melihat terdakwa pergi dan meninggalkan
saksi Andri Muliadi bin alm, Rusli Ahmad dengan membawa kartu ATM milik
saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad, kemudian saksi Andn Muliadi bin alm,

Rusli Ahmad menelpon terdakwa namun terdakwa tidak menjawabnya,
Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi

Andrl Muliadi bin alm, Rusli Ahmad sedang berada di warnet yang beralamat di
Desa Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh m\g terdakwa datang lalu
terdakwa meminta uang kepada mmuwm alm. Rusll Ahmad
kemudian saksi Andrl Muliadi bin alm. Rusli Mmﬂ menjawab " uang apa ?" lalu
dijawab oleh terdakwa * uang aku yang dikifim ke rekening kau .. lalu diawab
oleh saks) Andrl mlldlbhllm mm tidak ada masuk uangnya .. kan
uda cek ke ATM.." lalu wa emosi dan  langsung melakukan
penganiayaan mmlp S Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan cara
terdakwa  memukul uuu dri Mulladi bin alm, Rusll Ahmad dengan
menggunakan tangan dﬂ sebanyak 2 (dua) kall sehingga mengenal kepala
saksi Andri Mulidi b bin alm. Rusll Ahmad pada baglan kanan, lalu terdakwa
memukul lagi deaﬂ*nmmnakm tangan sebelah kanannya di bagian mulut
suksi ﬂ‘MWIWW.MWWI(ﬂ)NMWt
a menendang saksi Andrt Muliadi bin alm, Rusli Ahmad pndh'-
n menggunakan kaki sebolah kanan terdakwa sebanyak 1
(satu) kali sehingga menimbulkan rasa sakit pada dir saksf Andrl Muliad bin
aim, Rusii Ahmad,  sotelal terdakwn memukul dan moniendang saksi Andri
Mulindi bin alm. Ruslii Anmad lalu tertakwa mengambil ATM milik saksi Andri
Muliadi bin alm; Rusli Ahmad di dalam dompet yang ada diatas meja dan
selanjutnya terdakwa langsung pergl mmhﬂqﬂmmﬁmﬁ Muliadi bin alm.
Rusli Ahmad,

Atas perbuatan terdakwa drl Muliadi bin alm. Rusl
Ahmad merasa keberatan lalu melaporkan pe terdakwa kepada pihak
yang berwajib untuk pemeriksaan

Berdasarkan Visum Nomoi ; VER/24/VI2019 tanggal 30

Mei 2019 yang ditandatangan),oleh dr. Anis Qetavani, dokter yang melakukan
pemeriksaan pada Rumah Sakit Iskandar Muda Bandns Aceh, darl hasil

mhammd!d&n@mwsm'wdlm:

- Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3219k, 8/2019PN Bna

T )

T 001004 1040 et 110

76



g

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.ld

Luka robek pada bibir atas dengan tepl tidak rata P - 1 em, L: 0.5 em,
Luka gores pada bibir bagian dalam P : 2 em, L@ 1 em,
Dan hasil pemeriksaan tersebut diperoleh  kesimpulan  ditemukan

kelainan pada tubuh pasien atau tanda-tanda kel fisik ] lil

vulnus Laceratum a/r Labla Oris Superior,
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP,
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwansnnya Penuntut Umum

telah berupaya memanggll sakshsaksi agar dapat didengar di persidangan
namun setelah dipanggil-secara sah_dan patut, saksi tidak dapat hadir

dipersidangan, -

Menimbang, bahwa kemudian saksi d acara penyidikan
kepolisian dibacakan dipersidangan atas permintaan penuntut umum dan
ppruﬂulnhldm

enimbang, bahwa saksi Andrl Mulyadi Bin Alm. Rusli Ahmad
wmmm:ammmmmmwmm
2019 dibacakan dipersidang | setelah dibacakan terdakwa menyatakan

MWGUW atns Keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa y.;uMl Sandra Bin Alm. Rusli Ahmad

Keterangan saksi udqm berita acara penyidikan kepolisian Tanggal 17 Juli 2019
dibacakan diper setelah dibacaknn terdakwa menyatakan tidak
mmumm nnya atas Keterangan saksl tersebut;

10, bahwa Terdakwa di persidangan telah mommm:

i m pada pok sebagal bernkut: :
. B nmnsoh; nogal 28 Mel 2019 sekirs pukul zooowa‘-
tor ta nomex rokenlng ik ‘saksl Andrl Muliad bin drn‘ Rusli

mad Imluk dikinmkan uang oleh temannya naman knm Mnyl uang
~ belum jugnmasuk ke rekening millk saksi A Mulladi bin. Qn Rusli Ahmad
akan tetapi terdakwa bersikeras bahwasnya uang ﬁ' dwm oleh teman

terdakwa sudah masuk ke rekening saksi Andri | bin alm. Rusli Ahmad:
- Bahwa lalu terdakwa moeminta kartu ATM saksl Andri Muliadi bin alm.

Rusli Ahmag  uniuk meqgecek bersama dengan saks) Andil Muliadi bin alm,
Rusli Ahmad spakah vang mw d Thmlmyl sudah masuk atau
belum.

« Bahwa selanjutoyn-saksi Mgt_f_t&w‘llad ‘Pln almt, Rusli Ahmad dan terdakwa

pergi ke ATM BNI disimpang Keudah Kec. Kuin Raja Banda Aceh, setelah
terdakwa Gek di ATM, uang yang dikirim_teman terdakwa belum juga masuk
Talu terdakwa tidak porcuyn bahwa uang tersebut belum masuk kemudian

Nk

L . Halaman 4 daci 13 Putusan Nomor 32155 B/2019PN Bna
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terdakwa meminta saksi Andrl Mulladi bin alm. Rusl Ahmad untuk menyuruh

print out buku tabungan saksi Andrl Muliadi bin alm. Rusli Ahmad di bank.
- Bahwa Kemudian saksl Andrl Muliadi bin alm. Rush Ahmad bersama

terdakwa pulang ke rumah saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk

megambil buku tabungan miliknya,
- Bahwa Setbanya di rumah saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad

langsung mengambil buku tabungannya lalu ketika saksi Andri Muliadi bin
alm. Rusli Ahmad keluar, saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad melihat
terdakwa pergl dan meninggalkan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusll Ahmad
dengan membawa kartu ATM milik saksi Andn Muliadi bin alm, Rusli Ahmad,
kemudian saksi Andri-Muliadi bin alm. Rusli Ahmad menelpon terdakwa

namun terdakwa tidak menjawabnya.
- Bahwa pada tanggal 30 Mel 2019 sekira pukul Wib ketika saksi Andri

Muliadi bin alm. Rusli Ahmad sedang wm'dlm yang beralamat di
Desa Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh tiba tiba terdakwa datang lalu
terdakwa meminta vang kepada uanma Muliadi bin alm. Rusi. Ahmad
Kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad menjawab * uang apa 2
lal dijawab oleh terdakwa * uang aku yang dikirim ke rekening kau ..* lalu
dumbummmﬁ liah b aim, Rusli Ahmad * tidak ada masuk
uangnya ... kan ATM.." lalu tiba tiba terdakwa emosi dan
langsung mclwulﬂ Wnlaynn terhadap saksi Andri Muliadi bin alm.
Rusli Ahmad cara ferdakwn  memukul saksi Andri Muliadi bin alm.
Rusli Anmmengm menggunakan tangan kiinya sebanyak 2 (dua) kal
sehingga mengenal kepala saksi Andrl Muliadi bin alm. Rusli Ahmad pada

bagi Iz
=\ Bah udian terdakwa momukul logh dengan menggunakan hgl'l

belah lannmyn di bagian mulug saksi Andri Mufladi bin alm, Rusli Ahmad
sebanyak 3 (sttu) kall komwidian terdakwa juga me‘nm saksi Andri
Muliadi bin alm, Rusli Ahmad pada bagian perut dw menggunakan kak|
sebelah kanan terdakvia sebanyak 1 (saw) kngmmmmlmm
sakit pada din saksb Andri Muliadi bin alm. ‘Ahmad, setelah terdakwa
memukul dan menendang saksi Andrd. Muliadl bin alm, Rusli Ahmad lalu
terdakvia mengamii ATM milk saksi Ancn Mullad) bin aim. Rusi Amad di
dalam dompet yang ada diatas meja dan selanjutnya terdakwa langsung
pergl rl\lnlnqgalkm kst Andrl Mulad/ in aim. Rusli Ahmad,
Menimbang, bahiwa Pénuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa hommrkan alat bukti yang diajukan diperoleh
fakta-fakia hukum sebagai berikut:
-
o
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- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib,

terdakwa meminta nomor rekening milik saksi Andrl Muliadi bin alm. Rusli
Ahmad untuk dikinmkan vang oleh temannya namun keesokan harinya uang
belum juga masuk ke rekening milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad
akan tetapl terdakwa bersikeras bahwasnya uang yang dikirim oleh teman
terdakwa sudah masuk ke rekening saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad

- Bahwa benar lalu terdakwa meminta kartu ATM milik saksi Andri Muliadi bin

alm. Rusli Ahmad  untuk mengecek bersama dengan saksi Andri Muliadi bin
alm. Rusli Ahmad apakah uang yang dikinm oleh temannya sudah masuk
atau belum.

- Bahwa benar selanjutnyd saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dan

terdakwa pergi-ké ATM BNI disimpang Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh,
setelah terdakwa cek di ATM, uang yang dikinm teman terdakwa belum juga
masuk lalu terdakwa tidak percaya bahwa uang tersebut belum masuk
kemudian terdakwa meminta deﬂ‘,MWI bin alm. Rush Ahmad untuk
menyuruh print out buku tabungan saksi Andri Muliadi bin alm. Rush Ahmad
di bank.

- Bahwa benar Kemudian saksi Andrl Muliadi bin alm. Rusll Ahmad bersama

terdakwa pulang ke ru

m-gunblhukuubﬂg ya.
Bahwa benar Seti di rumah saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad

langsung meng; b'*m tabungannya lolu ketika saksi Andri Muliadi bin

Andrl Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk

alm. Rusli  Keluar, saksi Ancirl Mulloc tin aim, Rushi Almad melihat
terdakwa p ‘meninggalkan saksi Andri Muliadi bin aim. Rusli Ahmad
d umbawa kartu ATM milik saksi Andri Muliad bin aim, Rusi Ahmad,

mun terdakwa tidak
wa benar pada tan aomlzow sekira pukul oaeawmmmum
Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmag sedang befada di warnet yang beralamat
di Desa Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh tiba tiba terdakwa datang lalu
terdakwa meminta uang kepada saksi Andn Muliadi bin alm. Rusii Ahmad

kemudian saksi Andrt Muliadi bin alm. Rusli Ahmad menjawab * uang apa 2"

\kemu art saksi Andri Mullndl bin aim. Rusli Ahmad meﬂﬂm terdakwa

lalu dijawab oleh terdakwa * uang aku yang dikirim ke rekening kau ..." lalu.

dijawab oleh saksi Andri Muliadi bin Anhmad * tidak ada masuk
uangnya ... kan uda cek ke ATMs ! jalu tiba tiba terdakwa emosi dan
langsung melakukan penganiayaan terhadap saksl Andri Mulladi bin alm.
Rusli Ahmad dengan cara terdakwa memukul saksi Andri Muliadi bin alm.
Rusli Ahmad deng:n inenqunukan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kal
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sehingga mengenal kepala saksi Andrl Muliadi bin alm. Rush Ahmad pada

bagian kanan.
{] Bahwa benar kemudian terdakwa memukul lagl dengan menggunakan

tangan sebelah kanannya di bagian mulut saksi Andrl Muliadi bin alm, Rusli
Ahmad sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa juga menendang saksi
Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad pada bagian perut dengan menggunakan
kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kall sehingga menimbulkan
rasa sakit pada dirl saksi Andrl Mulladi bin alm. Rush Ahmad, setelah
terdakwa memukul dan menendang saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad
lalu terdakwa mengambil ATM milik saksi Andr Muliadi bin alm. Rusli Ahmad
di dalam dompet yang ada diatas meja dan selanjutnya terdakwa langsung

pergl meninggalkan saksi Andrl Mulladi bin alm, Rusl Ahmad.
Menimbang,  bahwa  selanjutnya M Hakim  akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan mm hukum tersebut dintas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

~Menimbang, bahwa Ter
dengan dakwaan tunggal s
KUHPidana; ‘ »
Menimbang, u’n Plnl 351 ayat (1) KUMPIdana mengandung unsur
“Penganiaysan” ‘

Menimbang, g‘u‘ Undang-undang tidak menyebutian unsur atau

a telah didakwa oleh Penuntut Umum
na diatur dalam Pasal 351 ayat (1)

pengertian darl penganiayaan, yang hanya disamakan dengan kesengajaan

me kesehatan orang  lain,  sedangkan menurut  yurisprudensi

nga adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan
pada tubuh orang,

Menimbang, bahwa penganiayaan  harus mempunyal opzet  atau

kesengajann yang ditujkan pada perbuatan-perbuatan uniuk menimbulkan

rasa sakit pada orang lain, atau untuk menimbuikan idka pada wbuh orang lain
atau merugikan keschatan orang lain  misalnya dengan cara memuku),
menendang, menusuk, menempeleng, W

Menimbang, bhahwa  eidasarkan  keterangan  saksi-saksl - maupun
keterangan fordakwe diperoleh fekia-barWin-fhd harl selass tanggel 28 Me
2019 sekira pukul 20.00 Wib, terdakva | meminta nomor rekening millk saksi
Andrl Muliadi bin aim, Rush Ahmad uniuk dikinmkan uang oleh temannya namun
keesokan hannya vang belum juga masuk ke rgkening milik saksi Anclri Muliadi
bin alm. Rusll Ahmad ngn tetapi terdakwa bersikeras bahwasnya uang yang

ol
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dikirim oleh teman terdakwa sudah masuk ke rekening saksi Andrl Muliadi bin
alm. Rusli Ahmad,

Menimbang, bahwa lalu terdakwa meminta kartu ATM milik saksi Andri
Muliadi bin alm, Rush Ahmad untuk mengecek bersama dengan saksi Andn
Muliadi bin alm, Rusli Ahmad apakah uang yang dikirm oleh temannya sudah
masuk atau belum,

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andn Muliadi bin alm. Rusil Ahmad
dan terdakwa pergl ke ATM BNI dissimpang Keudah Kec, Kuta Raja Banda Aceh,
sotelah tordakwa cek di ATM, gang yang dikinm teman terdakwa belum juga
masuk lalu terdakwa tidak® percaya bahwa uang tersebut belum masuk
kemudian tordakwa meminta saksl Andrl Muliadi_bin alm. Rusli Ahmad untuk
menyuruh prnt out buku tabungan saks| Andn Mu alm. Rusl Ahmad di
bank; %

Menimbang, bahwa Kemudian qul;l M bin alm. Rusli Ahmad
mmmunmw mﬁmummm RSk Ahmad
untuk megambil buku tabungan

Menimbang, bahwa ,W saksi Andri Mulladi bin alm. Rusli
Ahmad langsung mmnﬁ ki fabungannya lalu ketika saksi Andi Muliadi
bin alm, Rush Ahmad ?lmr. 9 Andrl MWI bin alm, Rusli Ahmad melihat
terdakwa pergl dan m knn sakst Andi Muliadi bin alm. Rusli Ahmad
dengan membawa | m il saksl Andrl Muliadh bin alm. Rusli Ahmad,

Kamuchan saklwni Mokadbin g, Ris Ahimad menalpon tefdakiv namur |

ka saksl Andrl Muliadi bin aim, Rusli Ahmag sedagg berada ¢,m6*ﬂ¢

mat di Desa Keudiih Kee, Kuta Raja Bandd Acoh tiba tiba terdakwe
- datang o sk A AN ke saksl Anc MUNAGh bin s, Rush
© Ahmad kemudian saksi Andn Muliadi bin alm. nu-um menjawab * uang
mrmmun m*mmmmmntmuN
lalu dijawab oleh saksl Andil Muliadi i alm. * tidak ada masuk
uangrya ... kan uda cok ke ATM..." lalu ua‘(dmmum langsung
melakukan penganinyann temadap Mulindi bin alm, Rusii Abmad
dengan cara tordakwa bkl saksl Aodi Muliadi bin alm, Rusli Ahmad
dengan mengaunakan tangan kirioya sebanyak 2 (dua) kall sehingga mengenal
kopala saks| Andrt Muliadi bin aim, Busi Ahad pada bagian kanan.

Menimbang, bahwa  kemudian tordakwa  memuleal lagl  dengan
mwukm mm%wmyl di baglan mulut mwl Mulindi bin

\,". ™

b S Holarin 8 davi 11 Putusan Nomor 3217 B20100N B

hanwa pada tanggal 30 Mel 2019 sekira pukul WM&"

ane e cagae g Paasiwan et Aoy 4 Tt

R R e R e ]

Hataman 8

81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.ld

alm. Rusli Ahmad sebanyak 1 (satw) kali kemudian terdakwa juga menendang
saksl Andrl Muliadi bin alm, Rusli Ahmad pada baglan perut dengan
menggunakan kakl sebelah kanan terdakwa sebanynk 1 (satu) kali sehingga
menimbulkan rasa sakit pada din saksi Andri Muliadi bin alm, Rush Ahmad,
setelah terdakwa memukul dan menendang saksi Andi Muliadi bin alm. Rusli
Ahmad lau terdakwa mengambil ATM milik saksi Andrl Muliadi bin alm, Rusl
Ahmad di dalam dompet yang ada diatas meja dan selanjutnya terdakwa
langsung pergi meninggalkan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad.

Menimbang, bahwa demilkian juga berdasarkan Visum et Repertum
Nomor : VER/24/V1/2019_tanggal 30 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr.
Annis Octavanl; dokter yang melakukan pemerdksaan pada Rumah Sakit
lakandar Muda Banda Aceh, darl hasil pemeriksaan yang dilakukan pada angka
3 stadus lokalis di dapat : ‘

Luka robek pada bibir atas den | rata P : lcm.L 0.5 cm,
wummmmm m? 'z'g'n.

Darl hasil - pemeriksaan m";'dmm mmhn ditemukan
kelainan pada wbuh pasien kekerasan fisik dengan diagnosa

'“"“"‘“""‘“‘""msf‘f’"
Menimbang, A dari pammbangan fersebut maka  unsur
mwuyun lar-b terpenuhl |

pleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1)
mmm mmm maka Tordakwa hausiah dinyatakan felah ferbuki
smmdehmmmmmmmmi

dalarm. tunggol;
bang, bahwa maka oleh karena ity Majells bnrp.ndllh.n;m

ok pidana yang dilakukan Tecdakwa  harsiah dipidana m tujuan

pemkdanann fersebut untuk memberi pelajaran an sabagal usaha agar
 Terdakwa dapat merenungkan kembali segala mlbuM'm dan tingkah
~ laku yang diakukan Terdakwa untuk dapat Mamadl ebih balk lagi dikemudian

el

( Menimbang, - bahwa  dalam perkara M Terdakwa  telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yan, .«mu masa penangkapan
dan penahanan trsebut hatus dikarangkan seluruhnya darl pidana yang

hkan;
s Menimbang, -bahwa. oleh kﬁmbmunm ditahan dan penabanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasiin yang cukup, maka peru ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam txhanan;

"ok
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Menimbang, bahwa untuk jatuh pidana ap
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu d yang dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meiukai saksi korbar,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. sehingga memperiancar
jalannya persidangan;

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulanginya lagi;

- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah terjalin perdamaian ;

- Terdakwa belum pemah dihukum;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa:gdijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum qﬁl Pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan,

1 MwmmummgNgMIm bin Saiful Anwar terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“penganiayaan” s aimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pid kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
&wim m lan;

3 penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dlhianglan seluruhnya dani pidana yang dijatuhkan;
4 Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Mmu kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); vl

Demikianlah diputuskan dalam sidang permmmv’\ Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 22 Okwber 2019,
oleh kami, Bakhtiar, SH. Sebagal Hakim Ketua, tﬁyono. SH., MH.,
Rahmawati, SH., masing-masing sebagai Hakim ota, yang diucapkan
dalam sidang tesbuka untuk umum pada hari it juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut. dibanw oleh M. Dehan, S.Pd,
Panitera Pengganti pada ngadnan Neggj,ﬁmds Aceh, serta dihadiri oleh
Syarifah Rosnizar A, S.H,, Pen dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

= Dio.
Cahyunn. SHy Mt Bakhtiar, SH
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